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: KATA PENGANTAR

aat it desa-desa pesisir di Lampung, khususnya di Kawasan Strategis

Nasional Selat Sunda memjadi target pembangunan vang masif. Desa-

desa tersebu? juga memjadi sentra kegiatan Kondor Sumatera vang
dinilai mempunval potensi pengembangan, seperti pertanian  pangan,
pariwisata, minyak dan gas, perkayoan, dan perikanan, Kegiatan-kegiatan
tersebut diharapkan dapat juga berkontnbus: di dalam pengembangan
kordor Ekonoma Sumatera secara menyeluruh.Pemberdavaan desa-desa
pesisir menjadi kunc perluasan dan percepatan perekonomian, tidak saja di
Lampung tetapi juga perckonomian <kala nasional. Keglatan i bergantung
pada perencanaan dan kebijakan pembangunan desa.

Poros maritim vang digapas oleh pemerintahan [okowi dan revitalisasi
desa melalui pemberfakuan undang-undang desa mengubah paradigma
pembangunan vang telah dilakukan selama ini. Derasnva dana desa dan
perubahan aras pembangunan berbasis desa dan kelautan secara otomatis
berpengarub terhadap strategl percepatan dan perluasan pembangunan
chimomi. [Desa dan kelautan kemudian menjadi kompoenen penting dalam
pembangunan ckonemi sehingoa pembangunan desa-desa pesisir adalah
kunci perluasan dan percepalan pembangunan ekonomi dan pencapaian
visi Indonesia sebagal poros maritim dunia,

Buku ini akan mengural kondiss eksisting pengaturan perencanaan
pembangunan desa di wilavah pesisir Lampung untuk memotret dan

menganalisis kondisi sinkronanizasi dan harmonisasi pengaturan kebijakan
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hukum pembangunan desa pesisir baik secara horizontal maupun vertikal.
Buku ini merupakan produk dard hasil penelitian tim penulis vang di danai
Skimm Hibah Profesor DIPA BLU Unita pada tahun 2007, dengan judul vang
sammia, Oleh karena itu, sepatutnya tim penulis menghaturkan terima kasih
kepada Universitas Lampung atas pendanaan penelitian yang menghasilkan
buaran buku referensi ini.

Demikian tulisan sederhana ini disajikan, semoga dapat memperkaya
khasanah pengembangan kellmuan hukum Indonesia, Akhirnya, selamat
membaca dan semoga berfmantaat.

Bandar Lampung, Maret 2019
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PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

esejahleraan rakyat adalah cita-cita Negara Kesatuan Republik

Indonesta vang tertuang dalam ULD 1943, Kesejahteraan rakvat

tersebut dicirikan oleh seberapa jauh pengentasan kemiskinan dan
pertumbuhan ekonomi tercapai. Setelah reformasi, Masterplan Program
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3ED) telah
ditetapkan sejak 20011 melalui enam koridor utama ermasuk di dalamnyva
koridor Sumatera. Melalui skema MIP3EL kemajuan pembangunan dan
perekonomian l.{'i-l'.lﬂrl,,'ll'lg untuk tersebar secara merata i seluruh “-ih:,.-ah
Indonesia

sementara sk pergantian pemerintahan mengubah model pendekatan
terhadap pembangunan v sendin. Poros maritim vang digagas oleh
pemermtahan Joko Widodo dan revitalisasi desa melalui pemberlakuan
undang-undang desa mengubah paradigma pembangunan vang lelah
dilakokan selamaim. Derasnva dana desa dan perubahan atas pembangunan
berbasis desa dan kelautan secara olomatis berpengaruh terhadap strategi
percepatan dan perluasan pembangunan ckonomi. Desa dan kefautan
kemudian menjadi komponen penting dalam pembangunan  ekonomi
sehingga pembangunan desa-desa pesisir menjadi suatu kemscavaan

Perubahan  pendekatan  pembangunan  berbasis pedesaan dan
kefautan kemudian ditkuti oleh upava-upava pemerintahan daeral dalam
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mendoromg desa menjadi berdava, Di Lampung, Gerakan Membangun
Mesa Sai Bumi Ruwa Jurai atau Gerbang Desa Sabuarai diluncurkan sebagas
program percepatan pembangunan berbasis perdesaan untuk penguatan
pembangunan dan penanggulangan kemiskinan berbasis pedesaan. Desa
desa di Provinsi Lampung, selain mendapatkan pendanaan dan sebagas
sasaran program dari pemerintah pusat jugs merupakan sasaran dan
program Gerbang Saburai vang dilaksanakan oleh Pemerintah Provins
Lampung dalam bentuk bantuan pendanasan untuk pengembangan dan
pemajuan potensi ckonemi desa di Lampung,

Saat ini desa-desa pesisir di Lampung, khususnva di Kawasan Strategis
Masional Selat Sunda menjadi target pembangunan yang masit. Dess
desa tersebut juga menjadi sentra kegiatan Koridor Sumatera vang dinitss
mempunyai potensi pengembangan, seperti pertanian pangan, pariwisata
minvak dan gas, perkayuan, dan perikanan, Kegiatan-kegpatan tersebut
diharapkan dapat juga berkontribusi di dalam pengembangan Koridos
Ekonomi Sumatera secara menveluruh,'

Pemberdavaan desa-desa pesisir menjadi kunci  perluasan  dam
percepatan perekonomian, idak saja di Lampung tetapi juga perekonomsas
skala nasional, Kegiatan ini bergantung pada perencanaan dan kebijakan
pembangunan desa. Namun berdasarkan hasil peneliban, perencanass
ini tidak sesuai dengan pelaksanaaan terkesan sentralistik dan tidak
termbegrrasi.”

Selain pendekatan vang sentrabistik dan tidak terintegrasi antars
kebijakan pembangunan nasional dan dacrah, ditenn pula bahwa kebijakes
perencanaan pembangunan, antara keinginan pemerintah dan kebutubas
vang ada di masvarakat tidak selaras, hal ini disebabkan penyusunss:
perencanaan vang seringkali gagal karena discbabkan oleh; '

1, Hesual kepentingan penvusun;

2. Terbelengpu dengan sistem penganggaran vang seringkah pembanguns
an vang memarig sangat dibutuhkan dan priovitas di desa dicoret atas’
dihilangkan pada saat penvusunan anggaran dengan alasan akan &
anggarkan pada tahun berikutnva tetapi ternyata tahun berikutnya pos
tidak ada dalam perencanaan;
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vang terintegrasi dan relevan dengan upaya pembangunan sesuai dengan
potensinya masing-masing,

1.3 URGENSI

Pembangunan  desa-desa  pesisie merupakan  perwujudan nyata
paros maritim dan pembangunan desa sebagai pendekatan pembangunan
pemerintahan Presiden Joke Widodo. Oleh karena ity pembangunan desa-
desa pesisir adalah suatu keniscavaan dan sangal penting,

Permasalahan vang terjadi selama ini adalab terjadinya sektoralisas
kegiatan pembangunan perekonomian. Penelitian MP3El oleh anggota
peneliti  tahun  20M12-20114 menuniukkan  hasil bahwa  permasalahan
sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan hukum  adalah nvata dan
kontraproduktif.

Penguatan  harmonisasi dan sinkronisasi dalam sebap aspek
pembangunan  perekonomian  diperlukan,  guna menghindari  konflik
pengelolaan potensi ekonomi, Tersedianya model pembangunan inbegrati
akan menciptakan konsistensi pengelolaan pembangunan sektoral das
wilayah.

Desa sebagai entitas pemerintahan otonom saat ini menjadi tokes
pembangunan dengan digulirkan banyak program seperti: BUMDes, Desa
mMandiri, Dana Desa, revitalisast pasar desa, infrastruktur poros antar desa
pembangunan ekonomi berbasis keluarga vang digulirkan oleh pemerinta
pusat dan program MISEL dan Gerbang Saburai dalam konteks Provins
Lampung.

Lampung  menjadi siratepts  dalam  pembangunan desa  pesiss
karena Lampung memiliki gans pantai yang panjang, Panjang garis pants
Lampung lebih kurang 1105 km (termasuk beberapa pulau), el
sekitar 69 pulau, terbagi dalam empat wilay ah, yaitu Pantai Barat (210 kmi
Teluk Sermangka {200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (1640 k),
Pantai Timur (270 km). Masing-masing wilayah tersebul memiliki potenst
fisik/ruang, sosial ekonomi, dan lingkungan vhosistern vang berbeda
Potenst pesisir dan lautan yang dapat dijumpai adalah perikanan tang
tambak, kerang mutiara, Tumput laut, perhubumngan., pariwisata, terum
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karang, mangrove, industrl, pemuokiman penduduk pesizir, dan pertahanan
keamanan.”

Strategi  pengembangan  desa, diperoleh dan sinkronisasi dan
harmonisast pembangunan desa, apar peran desa dapat di optimalisasikan
Hal ini merupakan urgensi penyvusunan buku mengenai sinkronisasi dan
harmonisas: program pembangunan desa di wilavah pesisir Lampung
sebagai basis pembangunan perekonomian nasional,

I Masterplan Percepatan dan Perlugsan Pembangunan Ekomomi Indonesia 20072025,

o 70

M.oAkib et all, Laporan Penelitian MPIED “Identifikasi dan Evaluasi Produk Hukum

Malam Rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Srabegis MNasional Selal

Sunda”, LI'TM Unila, 2012,

3 ATLAS sumber Draye Wilayah Pesisir Lampuong, Menwirinksh Daerab Provinss Lampung
Dengan Provek Pesisie Lampang, 19949, klm 3,

5]

-onlon-



KONSEPTUAL FRAMEWORK
HARMONISASI DAN SINKRONISASI
HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DESA

2.1 RELASI HUKUM DAN PEMBANGUNAN

ndonesia adalah negara vang bercita-cita menjadi negara kesejahteraan

atau welferestafe.! Salah satunya adalah dengan memaksimalkan potensi

maritim Indonesia. Sebagar negara kepulauan terbesar di dunia,
Indonesia memuliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Salah
satu komunitas penting dan strategis vang diharapkan mampu menopang
kekuatan kemaritiman adalah “masyarakat pesisir” (coastal ociefy).” Namun
gemikian, banvaknya persoalan-persoalan pokok dalam masvarakat maritim
menyebabkan potenst mereka tidak dapat maksimal dalam pemberdayaan
sosial ekonomi.’ Hal i diperlukan model pendekatan yang tepat agar
wilayah desa-desa pesisir dapat tumbuh optimal.

Pemikiran mengenai model pembangunan masvarakat pesisir ter-
sebut merupakan suatu kebutuhan, Secara sosial politik, diberlakukan-
myva Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae-
mah merupakan peluang bagr Pemerintah Daerah untuk mengembangkan
pengeiolaan pesisir. Pelimpahan sebagian besar wewenang pengelolaan
Hharjﬂr‘ pEsisic iuL‘FI.Il.l.:I daerah otonom I'|'||_'r|_.|E‘.=.:1k.:l|11 }11'[1“”1}; 1'“<1:i.‘,.i }141].11*-;,1-
maan pengelolaan pesisir secara terpadu vang dilakukan dengan perenca-
saan pembangunan dan penataan institusi hukum. Peranan hukum dengan
semikian berada dalam semua tahap pembangunan vaitu mulai dari per-
#mcanaan, implementasi legislatdf, pengambilan keputusan di bidang ekse-
Rt dan administrasi, penyusunan pengaturan-pengaturan vang bersifat
EEd:l'r.-'l dan }'--.'m_.'uln.'&ca-:an serigeketa.
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Pembahasan tentang hubungan antara hukum dan pembangunan ti-
dak dapat dilepaskan dari aspek ekonomi dan institusi.’ Pembangunan se-
bagai proses mewujudkan kesejahteraan vang salah satunva melalui per-
cepalan perekonomian mempunyai perkaitan yang sangal erat dengan
hukum. De Soto’ datam bukunya Muystery of Capital mengemukakan peran
penting institusi hokam dalam keberhasilan ckonomi suatu negara. Secara
holistik dan kKhusus, institust hukum juga mempunyai kaitan dengan per-
cepatan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana hasil peneli-
ttan para ahli ckonomi dan hubum seperts Thomas Carothers” dan Kenneth
Dant’. Amartya Sen” dalam karyanya yang sangat fenomenal menekankan
bahwa pembangunan sektor hukum akan membawa dampak bagl pem-
bangunan ckonami, sehingga reformasi hukum dan pembangunan institusi
hukum meropakan kunci dari percepatan ekonomi.

Menurut Satjipte Hahardje,” banyak peranan-peranan posilif yang
dapat dimainkan oleh hukum sehingga sukseshya pembangunan akan selalu
bergantung kepada hukum. Dalam kerangka hukum dan pembangunan,
produk hukum berupa peraturan perundang-undangan merupakan salah
satu input dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
i sisi fain, rencana pembangunan merppakan  proscs politik  vang
outputnya adalah produk hukum vang menjadi landasan operasional dalams
penvelengszaraan pembangunan Selain i, dokumen rencana pembangunss
yang telah disepakati akan menjadi landasan untuk menetapkan kebijaics
politik dalam bentuk produk hukum sebagai landasan yuridis dalsss
implementas: rencana pembangunan

Siklus rangkaian  keterkaitan  antara  hukum dengan t
pembangunan daerah  tersebut dapal dipahami melalui bagan %
dikemukakan oleh Dve vang menjelaskan proses kebijakan sebagai berikst

Ragaan 2.1, Proses Kefujikir Menurut e
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Hubungan antara hukum dengan proses penyusunan rencana
pembangunan bersifat linier vang oleh Gerald Meier, vang disebut sebagal
palicy formation, sehagaimana dapat disimak pada gambar berikut ini:

Ragaan 2.2 Molicy Formmabion Genidd Mewr™!
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Sumber Gerald Meijer, 19492

Ragaan vang dikemukan Dyve maupun Meier, menunjukan bahwa
kebijakan rencana pembangunan selalu berkaitan dengan fdentification of
podicy problen atau istilah vang digunakan oleh Meier adalah policy outcome.
Fenyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan membutuhkan
dukungan kebyjakan, vang beropa produk hukum dengan berbagai bentuk
baik vang bersitat pengaturan maupun penetapan.

2.2 HKONSEP HARMONISASI DAN SINKRONISASI HUKUM

1. Pengertian Harmonisasi, Harmonisasi Hukum, Sinkronisasi Hukum,
dan Sistem Hukum

Istitah harmonisasi dalam kajian ini berasal dan kata harmon (bahasa
Yunani fresiig), vaitu terikat secara serasi dan sesuai, Ditinjau dari
aspek filsafat, harmoni diartikan kerja sama antara berbagai faktor vang
sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebul menghasilkan kesatuan
yang lubur, misalnya antara jasad seorang manusia hendaknya harus ada
harmom, kalau tidak belum dapat disebut pribadi, "
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i sisi lain, istilah harmeni diartikan juga sebagai pola, seperti di
bidang sosiolog, yailu usaha untuk mempertermnukan berbagai pertentangan
dalam masvarakat, diterapkan dalam hubungan-hubungan sowial ekonomi
untuk menunjukkan pemikiran bahwa kebijakan sosial ekonomi yang paling
sempurna hanya dapat tercapar dengan meningkatkan permusvawaratan
antara berbagai anggota masyarakal, istilah ini disebul juga pola integrasi.'’

Kusnu Goesniadhie tidak saja memberikan  arti dari istilah
harmonis secara lebih lengkap, vaitu keselarasan, kecocokan, keserasian,
keseimbangan, tetapi ju gﬁfmenvntukﬂn unsur-unsur pengertian harmaonisast
dan pernaknaannya, antara lain teedirt dari:!

a. Adanya hal-hal ketegangan vang berlebihan;

b, menyelaraskan kedua rencana dengan mengeunakan bagian masing-
masing agar membentuk sisten;

€. proses dau upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian,
kecocnkan, dan keseimbangan;

d.  kerja sama antara berbagai faktor vang sedemikian rupa, hingga taktor-
faktar tersebut menghasilkan kesatuan vang luhur.

Makna harmonisasi menurut Kusnu Goesniadhie, sebagai upava
maupun sebagai proses, yaitu sebaga upaya atau proses yang henidak
mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan, dan
kejanggalan. Upava atau proses untuk merealisasikan  keselarasan,
keserasian, kecocokan dan kescimbangan, antara berbaga faktor vang
sedemikian rupa hingga faktor-faktor fersebut menghasifkan kesatuan
atay membentuk satu keseluruhan vang lubur sebagai bagian dari sistem.””
ladi istilah harmonisasi dapat diartikan sebagal proses atau upaya untuk
menvelaraskan, menverasikan, atau menyvesuaikan sesualu vang dianggap
ticlak atau kurang sesuai, kurang atau tidak pantas atau ticdak serasi, sehingga
menghasil sesuatu yang baik atau harmonis di berbagai hal.

Dengan demikian, harmonis diartikan sebagal bersangkut  paut
dengan {mengenai) harmeni; seia sekata, keselarasan, kecocokan, keserasian,
sedangkan  mengharmoniskan  diartikan menjadikan  harmeonis.  lstilah
harmuonisasi juga berasal dari kata "harmoni”, vang sebenarnyva merupakan
peristilahan dalam dunia musik untuk menunjukkan adanyva keselarasan
atan  keserasian dan keindahan nada-nada. Dalam Kamus Inggri=-
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Indonesia, harmony berarti keselarasan keserasian, kecocokan, kerukunan.
Istilah ini nwmjadi relevan untuk digomakan dalam bidang  hukum,
khususnya peraturan perundang-undangan, mengingat hukum [peraturan
perundang-undangan) pun memerlukan keselarasan atan keserasian agar
dapat mencapai tujuannva vailu kepastian dan keadilan dan dirasakan
mantaatnya oleh semua masvarakat, Sebagai lawan kata dan harmom
adalah “disharmoni” dan islilah ini pun sering digunakan dalam bidang
hukum {peraturan perundang-undangan) untuk menunjukkan terjadinya
tumpang tindih {oeerlapiigl, inkonsistensi dan tidak adanyva keterhubungan,
atau saling bertentangan atau ketidakserasian antar peraturan perundang-
undangan

lika ditarik unsur-unsumya, maka harmonisasi meliputi;

4. Adanya hal-hal vang bertentangan dan kejanggalan.

b, Menvelaraskan hal-hal yvang bertentangan secara proprorsional agar
membentuk suatu sistem,

€. Suatlu proses atau suatu wpava unluk merealisasikan keselarasan,
kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan.

d. Kena sama antar berbagai faktor vang sedemikian rupa hingga faktor-
faktor tersebut menghasilkan kesatuan uang utuh.

Berbagai konsepsi harmonisasi dimaksod upava harmonisasi per-
undang-undangan adalah upaya atau proses untuk merealisasi keselarasan
dan keserasian asas dan sistem hukum schingga menghasilkan peraturan
vang harmonis. Dengan kata lain pengharmonisan merupakan upaya untuk
menyelaraskan, menyesuaikan, menetapkan dan membulatkan konsepsi
suatu peraturan perundang-undangan lain baik vang lebih tinggi {superor),
sederajal, maupun vang lebih rendah (inferor) dan lam-lain selain peraturan
perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling ber-
tentangan atau tumpang tindih {oeerlapmg), Halini merupakan konsekwensi
dari adanya hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan dilakukan
harmonisasi kan tergambar dengan jelas dalam pemikiran atau pengertian
bahwa suatu peraturan perundang-undangan merupakan bagian integral
vang uluh dari keselurnuhan sistem peraturan perundang-undangan

Buku Tussew en verscheidesbcid: Opstellon over larnamisate w0 staats-
en berfuuesrec! sebagammana di kutip Lapian Gandhi"mengemukakan,
harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penvesuman, peraberan
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perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan peningkatan
kesatuan hukum, kepastian hukum keadilan frustice gerechfighend) dan
kesebandingan (equity, Bllijkhedd). kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa
mengaburkan dan mengorbankan  pluralisme hukum kalau memang
dibutubikan.

Pengertian harmonisast hukum, sering pula diidentikkan dengan
pengertian simkronisasi hukum. Sinkronisasi berasal dari kata sinkron
vang berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama secata serentak,
sedangkan sinkronisasi diartikan sebagal “penverentakan”, "keserentakan”
atau “penyesuaian”, Secara literal dikenal dengan istilah " Rufiererist”,
“konsistensi” dan “comptaliii”, Prangois Rigaus mendefinisikan aermee is
o oshate .':-_r'i|1|-,-r,-_‘-|;- af the mand, of ,|._'_\-"5:.l.;'|a|' rrripicd wohitch s distprbed wien Koo L'i:'|'|]||.||."|!|.|rS
comcept or redes or oo different meating of Hu sanme concepls are conflictimg.”
Sernentara itu, Josef M. Monteiro mengartikan koherensi adalaly ketenangan
pikiran dari suatu pikiran logis vang digangu oleh dua konsep atau dua
aturan atau dua makna dan konsep yanyg sama berbenturan (ertentangank,
namun demikian, terdapat perbedaan pendapal mengenai koherenst
dan konsistensi dalam sistem hukum. Jika koherensi diibaratkan sebawal
himpunan ketetapan maka konsistensi merupakan suatu kondisi vang
penting bagi koherensi dan sistem hukum vang koheren juga merupakan
<yatu sistem vang konsisten. Hal ini disebabkan tuntutan sifat sistemahik dari
Jturran hukum menjadi kensisten sebagai kondist vang diperlukan Keerretsi. ™

Euterensi dalam konteks teori kebenaran, menurut H. Noeng Muhadjir
berarti sesuatu yang koheran dengan sesuatu yang lain dan berarti bahwa
da kesesuaian atau keharmonisan dengan sesuatu vang memiliki hirarkhi
lebih tinggi. Sesuatu yang memiliki kofrerans yang lebih tingg dar
sesuaty unsur tersebut dapat berupa skema, sistem, atau nilai. Kolicrenst
bersebut mungkin saja tetap pada dataran wensyal mstoral, tetapi mungkin
pula men)angkau dataran transendental. '® Sementara stu, terkast dengan
teori kebenaran vang lain juga dikenal dengan kebenaran Korespordensi
Berpikir benar korespondensial adalah berpikir tentang terbuktinva sesuatu
ity relevan dengan sesuatu yang lain, Korenpordensial relevan dibuktikan
adanva kejadian sejalan atau berlawanan arah antara fakta dengan fakta
vang diharapkan (positivism) antara fakta dengan befiel vang divakim yang
sifatnya spesifik.™
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Pengertian antara harmonisasi dan sinkronisasi, secara hakiki terdapat
perbedaan. Pengertian harmonisasi lebih luas dari pengertian sinkronisas:.
Sinkronisasi hanva merupakan bagian dari kegiatan harmonisasi hukom,
Dalam harmonisasi terdapal berbagan elemen yang didalamnva terkandung
koheransi, konsistensi dan korespondensi, masing-masing elemen ind dalam
teort menjadi dasar untuk mengungkapkan sesuatu adanya hubungan
harmonis satu sama lamn.”

Pengertian  harmonisasi di atas, belum  menunjukkan arti dari
harmonisast hukum. Kenteks pengkajian harmomisast hukum dalam
penelitian  ini, diperlukan pengertian hukum itu sendiri. Pengertian
hukum di kalangan ahli hukum sangat beragam, Hal ini disebabkan setiap
pendapat tergantung dari sedut pandangnva masing-masing, namun untuk
memberikan batasan berhadap hukum vang dimaksudkan dalam peneliban
ini, diperlukan pengertian hukum agar terdapat kesamaan persepsi dalam
mengartikan harmonisast hukum vang dimaksudkan,

Istilah hukum identik dengan istilah lai dalam Bahasa Inggris, drodf
dalam Bahasa Perandcs, recht dalam Bahasa Jerman, recft dalam Bahasa
Belanda, atau dirttic dalam bahasa Halia. Kata “hukum™ vang dikenal di
Indonesia berasal dari Bahasa Arab Iukm vang berarti " putusan {(fudgement)”
atau "ketetapan {procisien ).

Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan tata
aturan, baik tertulis manpun tidak tertulis vang menentukan dan mengatur
hubungan-hubungan antar para anggota masvarakat. Dalam arti luas hukum
dapat disamakan dengan "aturan”, "kaadah”, “norma” atau "ugeran”, baik
tertulis maupun tidak tertulis vang pada dasarmya berlaku dan diakui erang,
sebagai peraturan vang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan
apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi.-'

Thomas Agquinas (1225-1274) berpendapat bahwa hukum diperlukan
untuk menegakkan kehidupan moral di dunia. Ini berarti bahwa hukum Hdak
lain merupakan moral tingkah laku manuosia dalam pergaulan hidupnva
sehari-hari. Aquinas membedakan hukum menjadi empal macam, vaitu: i
aetermy; hukum dan kehendak Tuhan, lex saturalis; prinsip umuom (hukum
alam}, lex deping; hukum Tuhan dalam kitab suci, fex e ha ke buatan
manusia vang sesual dengan hukum alam. Aquinas membedakan antara
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hukum vang berasal dari wahyu dengan hukum yang dijangkau oleh akal
manusia. Hukum vang berasal dari wahyu disebut = diEingim pos i
hukurm Wlahi positif), sedangkan hukum vang ditemui lewat kegiatan akal,
terdiri dari; ins patrale (hukum alam}, fus et (hukum bangsa-bangsal,
dan fus posilionr hurtamon {hukum positif buatan manusia). ™

letilah  Jus  gentium  dalam  berkembangannya menjadi  hukum
internasional, walaupun terdapat perbedaan arti antara ins gentint dengan
hukum internasional saat ini. Istilah [us geatinm merupakan cikal bakal
munculnya hokum internasional. Istilah ius genbizon lebih ditujukan pada
konsep hubungan antar banjsa-banjysa, karena pada masa lampau belum
dikenal dengan istilah negara sebagaimana sstilah negara modern saat ini,
sedang hukum internasional dalam perkembangannya tidak saja Jdilupakan
pada hubungan antar bangsa tetapi lebh luas, vaitu menunjukkan istilah
hukum vang mengatur hubungan antara negard dan subjek hukum lain
bukan negara, seperti organisasi internasional bahkan termasuk individu®

Selain Aquinas, Aristoteles dalam bukunya Riwtorica. juga memberikan
arti dari hukum dan bahkan membag hukum menjadi dua bagian, vaitu
particular lmp dan wooersil Jane. Particedar tawe is Hhat whngdr each comrtinmty
liayis szt amd aepplies fo ik oir pembers, sedangkan smversal law 15 the la of
nature. Grotius; Huge de groot berpendapat balvwa law 5 rule of morai action
olifiging tn that which 15 right® Sementara itu, Antony Ablot memberikan
definisi hukum sehagai sebuah abstrakst dari realitas dari hokom-hukum
atau dari hukum vang khusus.”

Berbagai definisi atau pengertian hukum menurut para ahli hukum
di atas, masing-masing memberikan arti sendiri-sendiri terhadap hukum
Banvaknva pengerlian fentang hukum, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono
Soekanto menvimpulkan terdapat |sembilan) macam arb hukum, vang
dapatl diringkas dalam tiga arti, ¥ aitu: ™

1 Hukum sebagai ilmu pengetahuan, vaitu pengetahuan vang lersusun
secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran;

b, Hukum sebagai kepulusan penguasa, yaitu hasil proses diskresi vang
mienyangkut dedsione makinyg snoef strictly governed by legn! rales, but rather
wribh a =iy e feant elemerch of persomil fredgement Dimaksud dengan diskresi
menurut Roscoe Pound (1960) adalah an authority comferred iy lane fo dcl
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it cerlain conditions or situations i accerding with an offwial’s or an officl
aventcy’s vt considered fudymeent amd conscieree. It as ane idea of morals,
belonging fo the telight zone betieeen laie and morals,

¢, Hukum sebagai proses pemerintah, vaitu proses hubungan timbal balik
antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan.

Pengertian hukum vang sangat beragam ini sebagaimana disajikan
pada wraian di atas, H Muchsin memberikan jalan untuk memudahkan
memahami art hukam dengan menentukan unsur-unsur hukum itu sendiri,
yaitu:™ =

1. Peraturan mengenad tingkah lako manusia;

2 Peraturan itu dibuat oleh badan berwenang;

3. Peraturan itu bersifat memaksa, walaupun tidak dapat dipaksakan;

4. Peraturan itu diserlai sanksi vang tegas dan dapal rasakan oleh vang

bersangkutan.

Berdasarkan  pandangan  di  atas, jika dihubungkan dengan
pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka hukum yang dimaksudkan
adalah sekumpulan, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum tertulis dalam
bentuk peraturan perundang-undangan vang terkait dengan perencanaan
pembangunan desa. Kelompok peraturan perundang-undangan tersebut
di atas, merupakan hukum vang lertulis vang dibuat dan ditetapkan
oleh penguasa. Pengertian hukum dan perundang-undangan seringkali
dianggap oleh masyvarakal umum scbagai sesuatu vang sama, pada hal
tidaklah demikian.

Pemikiran dan ungkapan vang menvamakan antara hukum, peraturan
perunang-undangan dan undang-undang dilandasi oleh peradigma teori
hukum murni vang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan John Austin vang
menvatakan bahwa; tiada hukum di luar undang-undang dan hukum adalah
perintah penguasa vang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-
undangan yang tertulis. Oleh sebab ite, seringkali masyvarakat menyvamakan
antara hukum dan undang-undang. Pada hal, bukum dalam kenvataannyva
juga terdapal yang fidak tertulis, seperti hukum adat, kebiasaan dan
yurisprudens. ™

Kata "hukum” atau "perundang-undangan” pada pengertian di
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atas, menunjukkan keseluruhan peraturan-peraturan negarad dalam proses
pembentukan-nya, sedangkan perundang-undangan, tidak lain adalah
undang-undany dalam arti materiil, vakm setinp kepulisan tertulis vang
dikeluarkan oleh pejabat vang berwenang (negara) vang mengatur lingkah
laku manusia dan bersifat serta berlaku mengikal s

Hamid Attamimi  memberikan  batasan  peraturan perundang-
undangan merupakan semua aturan hukum vang dibentuk oleh semua
tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, dengan prosedur tertentu, biasanya
disertai sankst dan berlaku umum serta mengikat rakyvat.” Terkait dengan
sanksi yang terdapat dalam norma hukom, menurut Richard D Schwartz
erentukan bahwa sanksi hukum memiliki fungsi:™

4 Untuk mengurangi jumlah perbaatan terlarang di masa vang akan
datang;

b Efektivitas sanksi ditentukan oleh berat ringannya dalam art semakin
bherat sanksi akan semakin efektiflab dava kerjanya;

¢, Sanksi dapat diterapkan setiap waktu, tanpa adanya biaya dan
pengorbanan vang dibebankan dan ditanggung masyarakat;

d  Cara lain jugs dapat ditempuh untuk menjamin ketaalan terhadap
hukurm itu tidak pertu dipertimbangkan sebagai alternant,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan, mengartikan  peraturan perundang-
undangan adalah peraturan tertulis vang dibentuk oleh lembaga negara
atau pejabal vang berwenang dan metigikal secana mm.

Berdasarkan pengertian perundang-undangan di atas, dapat di-
simpulkan bahwa peraturan perundang-undangan, vang dimaksud dalam
penelitian ini adalah keputusan dari lembaga negara atau lembaga pe-
merintahan vang tertulis dan mengikat secara umum, dibentuk berdasarkan
lribusian dan delegasian, Atribust wewenang dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan alah pemberian wewenang membentuk peraturan
perundangan-undangan oleh UL 1845 atau undang-undang kepada lem-
baga negara/ pemerintah, Wewenang lersebut melekat terus menerus dan
dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu diperlukan, sesuai
dengan batas-batas yang diberikan, Sebagai contoh, atribesi vang diberikan
oleh Pasal 5 avat (1) LUDI9M5 yang menyatakan bahwa Presiden berhak
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mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Merwakilan Raky-
at. Di sisi lain, ada delegasi wewenang, vaitu pelimpahan wewenang mem-
bentuk peraturan perundang-undangan yvang dilakukan oleh peraturan
perundang-undangan vang lebih tinggi kepada peraturan perundang-un-
dangan vang lebih rendah, baik pelimpahan itu dinvatakan dengan tegas
atau tidak.™

Berlainan dengan atribusi, pada delegnsi woewenang tersebut tidak
diberikan, melainkan “diwakilkan,” Selain itu, wewenang delegasi ini
bersital sementara, dalame arti wewenang ini dapal diselenggarakan
sepanjang pelimpahan tersebut masih ada. Comtoh pengaturan dalam Fasal
Sayat (2) UUDT945, delegasion intadalah wewenang pemerintah menetapkan
peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana
mestinya.”

Peraturan perundang-undangan, bersifal umum, yaitu ditujukan
untuk masyarakat pada umumnya, bukan hanva untuk pribadi. Isinya
bersifat abstrak, vaitu bukan mengatur hal vang konkrit atau kasuistis dan
berlaku terus menerus™

Menurut istilah yang dikenal dalam cabang ilmu hukum “Hukum Tata
Pengaturan (Regelingsrecitt; Regelungsrecht)”, di luar “peraturan perundang-
undangan (weblelyphe regels)”, ada lagi jenis peraturan lain vang disebut
“peraturan kebijakan (beleidsregels: psewdo efgeving)”, Pembedaan antara
peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan dapat dilihat
dari fungsinva, dasar wewenangnva dan materi muatan vang diatur. Fungsi
peraturan perundang-undangan adalah menvelenggarakan fungs legislatif,
dasar wewenangnya adalah afribusi atau delegnsi, materi muatan vang diatur
terdin dari:®”

=

Tata kehidupan masyvarakat vang mendasar;

b. dapat mengurangi, membatasi hak asasi warga negara/ penduduk;
€. berisikan norma suruhan/ larangan;

d. dapat memuoat sanksi pidana;/ sanksi lainnya,

Adapun peraturan kebijakan; dapat dicirikan dari: ™
a.  bertungs: menjalankan fungsi legislatif;

b, dasar wewenang diskresi;
C. materi muatannva berisikan tentang penetapan;
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d. sanksi vang diatur hanya menetapkan san ki administrataf.

Pengertian hukum sebagai tata aturan {urderd, yailu suatu sistem
aturan-aturan (rilesh tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum
Hdak menunjukkan pada suatu aturan tunggal irule), tetapi seperangkat
aturan vang memiliki satu kesaluan sehingea dipahami sebagai suatu
cistem. Konsekuensinya tidak mungkin memahami hukum jika hanva
memperhatikan satu aturan saja, Tujuan dari sistem hukum adalah
mendorong manusia dengan teknik tertenhi agar bertindak dengan cara
vang ditentukan dalam aturan, namun pernvataan bahwa “tata aluran
masyarakat fertenitu vang memilikl karakter hukum adalah suatu tata
hukum”™

Sistemn hukum dalam konteks harmenisasi hukum memilika arti penting
terutama jika dilihat dari sudut kegunaan kajian. Pencertnatan terhadap
sietemn hukum akan mengantarkan pada pemahaman secara komprehensif
segalasesuatumengenai tata hukumsuatunegara. Pemahaman komprehensif
rereebut, antara lain meliputi; keadaan nyata budaya lubkum vang tercermin
dari perilaku hukum anggoeta masyarakat, dapat diinventarisasi nilai-nilai
vang hidup dan dipertahankan oleh masvarakat, dengan demikian dalam
membentuk kerangka hukum nasional akan mudah dilakukan melalu
harmenisasi hukom,®

Satjipto Rahardje  menyvatakan bahwa sistem mempunyai  dua
pengertian: Pertama pengertian sistem sebagai jenis satuan vang MEmMpunyai
tatanan tertentu. Tatanan ini menunjukkan pada strukiur vang tersusun dari
bagian-bagian, Kedua, sistem sebagai rencana, metode, atau prosedur untuk
mengerjakan sesuatu. Pemahaman yang wmum mengs rtikan sistem adalah
kesatuan vang bersifat kompleks vang terdin dari bagian-bagian yang
berhubungan satu sama lam.

Selanjutnva, Satjipty Rahardjo menyatakan bahwa dalam pengertian
sistern terkandung hal-hal sebagai berikut-"
2 Sistem berorientast pada tujuan;
b, Keseluruhan adalah lebih besar dari sekedar jumlah bagian-baggan
(rehacdaseetl;

¢, Sualy sistem berinteraksi dengan sistem yang lebiln besar, wvaitu
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lmgkungannya (keterbukaan sistem);

d. Bekerjanva bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu vang
berharga {transformasi);

e Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);

i Adakekuatan pemersatu vang mengrikat sistem itu (mekanisme kontrol),

sehubungan dengan hukumsebagai suatu sistem, L. Fuller menyatakan
bahwa; hukum dapat dianggap sebagai sistem harus memenuhi delapan
asas atau privciple of legality, yaitu:
2 Sistemn hukum harosd mengandung peraturan-peraturan, artinvaia tidak
boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan vang bersifat ad-fuog;

b Peraturan-peraturan vang telah dibuat haros diumumkan;

£ Peraturan tidak boleh berlaku surut;

d.  Peraturan-peraturan disusun dalam ramusan vang dapat dimengerti;
e  Sistemn tidak boleh mengandung peraturan vang bertentangan satu sama

bain;
£ Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan vang melebihi
apa vang dapat dilakukan;
Peraturan tidak boleh sering diubah-ubakh.
Harus ada kecocokan antara peraturan yvang diundangkan dengan
pelaksanaannva sehari-hari.

2 i

lika pengertian sistem di atas dikaitkan dengan hukum nasional, maka
hukum nasional merupakan suatu sistem, karena terdiri dari-*!

& Sejumiah unsur vang saling terkait dan saling berpengaruh satu sama
lain oleh sabu atau beberapa asas,

B Asas utama vang menghubunghkan semua unsur atau komponen hukum
nasional adalah Pancasila dan LILD95, di samping asas hukum lain
vang berlaku dalam dan bagy disiplin hukum tertentu,

£ Semuaunsur atau komponen terpaut dan terorganisasi menurut strukbur
atau pola tertentu, sehingyra senanhiasa saling pengaruh mempengaruhi,

fadi sistem hukum nasional adalah sistem hekum vang lersusun secara
Birarkhis dan bermtikan cita hukom Pancasila vang dioperasionalkan ke
dalam kenvataan melalui asas hukum nasional pada proses pembentukan
Bukum positif melalur peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi
Dengan demikian, harmonisast peraturan perundang-undangan  vang
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berhubungan denpan perencanaan pembangunan desa merupakan bagian
dari sistem hukum, pengkajiannya ditujukan dalam kerangka pembangunan
sistern hukum nasional, vaitu bangun hukum yang tersusun secara sistematis
dan hirarkhis yang berintikan cita hukum Pancasila.

cerminar Hukum Nasional 1V Tahun 1979, sebetulnya telah meletakkan
landasan terhadap pembangunan sistem hukum nasional, vastu:

3 Sistemn Hukum Nasional harus sesuai dengan kebutuban dan kesadaran
hukum rakyat Indopesia;

b Landasan hukum nasional adalah Pancasila dan VUL,

¢ Asas-asas umum dari hukum nasional adalah asas-asas yang tercantum
dalam GBHN vaitu; asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan,
demokrasi, adil dan merata, perikehidupan dalam  keseimbangan,
kesadaran hukum dan asas kepercavaan pada diri sendiry;

d. Fungsi hukum nasional adalah pengavoman;

e Dalam rangka menciptakan ketertiban dan kepastian hukum untuk
memperlancar pembanggunan nasional, hukum nasional sejauh mungkin
diusahakan dalam bentuk tertulis. Di samping itu, hukum vang Lidak
rertulis tetap merupakan bagian dari hukum nasional,

i Untuk memelihara persatuan dan kesatuan, hukum nasional dibina ke
arah unifikasi dengan mempertahankan kesadaran hukum masyarakat,
khususnva dalam bidang-bidang yang erat hubungannya dengan
kehidupan spiritual

Kesepakatan nilai-nilai yang terkandung Pancasila dan ULIL 1945
sebagai landasan utama pembangunan hukom nasional, dengan demikian
paradigma  pembangunan hukum terkandung paradigma  harmoni,
wermasuk semua nilai-nilai vang dapat dimasukan dalam kategon harmeni
sepert kekeluargaan, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, Kesemua
nilai-nilai ini menunjukkan tatanan kehidupan vani berkualitas komonal
Masalah vang dihadapi dalam pembangunan struktur kepada paradigma
dengan kelengkapan nilai-milainya sersebut melalus sistem hukum dalam
peraturan maupun dalam prakieknya tidaklah mudah.*”

7. Fungsi, Arah dan Tujuan Harmonisasi Hukum
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Harmonisasi hukum memiliki fungsi pencegahan dan penanggulangan
terjadinya disharmoni hukum yang dilakukan melalui penemuan hukum
(penatsiran  dan  konstruksi hokum),  penalaran hukum,  pemberian
argumentasi vang rasional, dengan tujuan untuk menemukan:

a. Kehendak hukum ataw cita hukum, yaitu kepastian hukum;
b, Kehendak masvarakat, vaitu keadilan hukumy; dan
¢ Kehendak moral, vaitu kebenaran,

Ketiga kebendak dalam harmonisasi hukum di atas dijadikan arah
untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan pengelolaan
pertambangan minvak dan gas bumi lepas pantai, agar peraturan
perundang-undangan tersebut dapat mencapal twjuan vang dibharapkan.
Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan penemuan hokum, baik
melalui interpretasi hukum maupun konstruksi hukum.

Penemuan hukum dilakukan karena peraturan perundang-undangan
bersifal umum dan abstrak, sehingga rumusan kalimatnya tdak cukup
felas tatkala berhadapan dengan peristiwa nvata. Sudiknoe Mertokusume,
menyalakan bahwa:® Penemuan hukum lazimnyva diartikan sebagai proses
pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya vang diberi
tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang
nvata Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan
hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret, Ajaran
tentang penemuan hukom menjawab pertanvaan mengenal interpretasi
atau  penafsiran undang-undang, interpretasi restrikbif atau  ekstensif,
penvempitan hukum dan analogi,

Begitu banyak metode tentang penermuan hukum, pada intinya dapat
dikelompokkan pada dua aliran, vaitu*

a. Aliran vang memfokuskan pada teks (e textiolisl aperoach), vaitu
mengandalkan  proses  harmonisasi  semata-mata  dan  kekuatan
redaksional peraturan. Jadi hanya dilihat pertama-tama dari bunyi
peraturan secara apa adanya menurat susunan tata bahasa {gramatiial);

b.  Aliran vang tidak aja melihat teks telapi juga tujuan {Hw porposioe
approactt) focus pn porpese, yaitu tidak semata-mata dari kekuatan teks,
tetapi menggunakan rasa keadilan vang diperhitungkan,

Berkenaan dengan dua aliran ini, Jimly  Asshiddigie menvatakan
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bahwa™

Gaat ini Indonesia sedang berada dalam masa transtst konstitusional
(Neh karenanva, para hakim sebatknva mem pertimbangkan aspek-aspek
vang menvangkut p rinsip-prinsip keadilan transis ional {transsitioral frsticel,
tormasuk dalam menguji peraturan perundang-undangan, Keseimbangan
dalam penerapan prinsip doeimatigleid dan penerapan prinsip recimatighesd
dapat ditemukan jika majelis ha kim dapat mengembangkan penatsiran yang
bersifat kontekstual. Menurutnya di masa transisi ini sistem hukum Indonesia
sedang mengalami penataan kembali, Banyak sekali terdapal kekurangan di
sana-sind sehingga prinsip rechitoatighend tidak dapat sepenuhnya diand alkan
atau dijadikan andalan dalam mewujudkan keachlar.

Usaha penemuan hukum untub keperluan melakukan harmonisasi
hukum, perlu memperhatikan asas-asas hukum, karena asas-asas hukum
demikian banyaknya, maka langkah pertama vang perlu  dilakukan,
vaitu membedakan antara asas-asas yang terkait dengan  bagammana
mengharmonisasikan  peraturan perundang-undangan tersebut  dan
asas pembentukan peraturan perundang-undangan serla asas-asas yang
terkandung dalam materi muoatan peraturan pwundan};-um:langun yang
akan dibarmonisasikan,

Asas-asas vang terkait dengan prosedur harmonisa =i, vaite asas hukum
yang digunakan untuk melaksanakan peraturan perunidang-undangan,
antara lain:”'

. Lex superior derogat lege imferiorr, yaitu peraturan yang lebih tinggt
tingkatannya akan mengenvampingkan peraturan yang lebih rendah.
Asas ini dijadikan pedoman dalam hal terjadinya mkonsistensi secard
vortikal dari segi format peraturan, yatu peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah bertentangan denggan peraturan yang Lebik
tinggi, misal antara PI* dengan UL,

b Lex posterior devogal lege peint, vaity peraturan yang lebih belakang
akan mengenyampingkan peraluran sebelumnyva, Asas ini digunakan
untuk mengkaji apabila terjadi inkonsistensi secara vertikal dari segl
waktu, vaitu beberapa peraburan yang secara hierarkis sejajar {sama-
sama undang-undang atau peraturan pemerintah) tetapt satu lebih
dulu berlaku daripada yang lain. Asas i juga digunakan jika teradi
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inkonsistensi secara harizontal dari seg substans: dalam satn peraturan
vang sama, dalam arti hanva berbeda nomor ketentuan.

£ Lex spectahs derogel lege generall, vaitu peraturan vang lebih khusos
cakupannya akan mengenyvampingkan peraturan yang lebih umum.
Asas ni dipunakan untuk mengkaji tegadinva inkonsistensi secara
harizontal dari segi substansi peraturan, vatu beberapa peraturan
secara hierarkis sejajar telapt substansi peraturan vang satu lebih umum
dibandingkan substansi peraturan lainnya.

i Res judicads pro ventafe habetur, vaitu putusan hakim harus dianggap
benar sekalipun bertentangan dengan undang-undang sebelum adanya
putusan hakim lain vang mengoreksinva, Asas ini digunakan untuk
mengkaji inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda,
vaitu antara undang-undang dan putusan hakim

£ Lex dura, sed tmen scripia, vaitu undang-undang tidak dapat diganggu-
gugat. Asas ini digunakan jika terjadi inkonsistensi antara sumber formal
hukum vang berbeda, vaitu antara undang-undang dengan kebiasaan

£ Die normaticoen kraft des praktischen, vaitu perbuatan vang berulang-
ulang dilakukan akan memberikan kekuatan berlaku normatif. Asas ini
digunakan jika terjadi inkensistens: antara sumbser formal hukum yang
berbeda, vaitu antara undang-undang vang bersifat mengatur dengan
kebiasaan.

Selain asas hukum sebagaimana diuraikan di atas, dalam harmaonisass
Bukum juga harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan.
Wan der Viies yang dikutip oleh A. Hamid 5. Attamimi (19%)) dalam
:F'lbentu!mn peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada
Beberapa asas vang dibedakan menjadi dua kategori, vaitu pertama asas-
“#as pembentukan peraturan perundang-undangan vang patul (heginselen
e behoorlijk ropelpeving), vaitu asas formal dan kedua asas material, @

formal meliputi:

Asas tujuan jelas (Met beginsel vant deideiike dovlstelling);
Asas lembaga vang tepat (Het beginsel tan fiet friste orgaan);
Asas perlunva pengaturan {Het poodzakeliidend beginsel);
Asas dapat dilaksanakan (Het beginsel tan uifioortarwid
Asas Konsensus thet begrm=e! nan de consemnsus)

& material meliputi:
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4. Asas kejelasan terminelogi dan sistematika (het begrsel o de durdideliike
termimolosie en duidelike systenatick);

b, Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali (Het

beginzel van dey kepbaarfead),

Asas persamaan (Het reclit.s gelijhinends beginsel);

Asas kepastian hukumiHet reciitszekertutds begin sel;

Asas pelaksanaan hukam sesuai dengan keadaan individual (Het hegimso

v de indieidwelerechitshedeling).

= R

]

Asas-asas tersebiit di atas lebih bersifat normatif, meskipun bukan
norma hukum, karena pertimbangan etik yang masubk ke dalam ranah
huskum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting
untuk dijadikan arahan dalam harmonisasi bukum, karena dapat terjadi
pembentuk peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan
masyarakal atau karena adanya kepentingan-kepentingan yang didasarkan
oleh epo sektoral. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang
-undangan sangat relevan dengan asas umum adminstrasi publik vang baik
frernseral prinmeiples of goold admaistrafan)

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-Undangan  vang mengatur  ftentang peraturan
perundang-undangan, termasuk peraturan daerah Jan peraturan desa
dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-
undangan vang mehputi:

1. Kepelasan  tujuan,  yaitu  bahwa  sebiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus mempunyvai tujuan yang jelas yang hendak
dicapai.

Kelembagaan atau organ pembentuk yany tepal, yaitu adalah bahwa
setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/
pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan vang berwenang.
Peraturan  perundang-undangan  tersebut  dapat dibatalkan ataw
batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/ pejabat yang tidak
berwenang

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan
peraturan  perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan
materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan  perundang-

Il
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undangannya

Dapat dilaksanakan, vaitu bahwa setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan
perundang-undangan tersebul di dalam masyarakat, baik =ccara
filosohs, vuridis maupun sosiologms,

Kedavagunaan dan kehasilgunaan, vaitu bahwa setiap peraturan
perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan
dan bermantaat dalam mengatur kehidupan bermasvarakat, berbangsa,
dan bernegara, 2

Kepelasan rumusan, vaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan
harus memenuhi persvaratan teknis PEnVUSUNED peTatiran per LF:I'EL"-‘:'II'IE;—
undangan, sistematika dan pilihan kata atau lerminologi, serta bahasa
hukumnya jelas dan mudabh dimengerti, schingga bidak menimbulkan
berbagal macam interpretasi dalam pelaksanaannya,

Keterbukaan, vaitu bahwa dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan,
dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, Dengan demikian,
seluruh lapisan masvarakat mempunyai kesempatan vang seluas-
luasnya  untuk  memberikan masukan  dalam  proses  pembuatan
peraturan perundang-undangan,

Selain asas tersebut di atas, upaya harmonisasi bukum juga harus

memperhatikan asas vang terdapat dalam materi muatan sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 138 UU
Somor 32 Tahun 2004, vang meliputi:

-

b

Asas pengayoman, vaitu bahwa setiap materi muoatan peraturan
perundang-undangan harus  berfungsi  memberikan  perlindungan
dalam rangka menciptakan ketenteraman masvarakat.

Asas kemanusiaan, vailu bahkwa setiap materi muatan  peraturan
perundang-undangan  harus  mencerminkan  perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap
warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional

Asas kebangsaan, yaitu bahwa setiap materi mwuatan  peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa
Indonesia vang pluralistik (kebhinekaom ) dengan tetap menjaga prinsip
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negara kesatuan Republik Indonesia.

d. Asas kekeluargaan, vaitu bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan  harus  mencerminkan musyawarah  untuk
mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

g, Asas kenusantaraan, vaitu bahwa setiap maleri muatan peraturan
perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan selurub
wilavah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan
vang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional
vang berdasarkan Pancasila

.  Asas Bhinneka Tunggal Eka, vailu bahwa maleri muatan peraturan
perundang-undangan barus memperhatikan keragaman penduduk,
agama, suku dan golongan, kondisi khusus dacrah, dan budaya
khususova  vang  menyangkut  masalab-masalah  sensitif - dalam
kehidupan. bermasvarakat, berbangsa, dan bernegara.

. Asas keadilan, vaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi
sehap wargs negara tanpa kecuali,

h. Asae kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu
bahwa setap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak
boleh berisi hal-hal vang bersifat membedakan berdasarkan latar
belakang, agama, suku, ras, golongan, gender, atau skatus sosial.

i, Asas ketertiban dan kepastian hukum, vaitu bahwa seliap mateti muatan
peraturan perundang-undangan harus dapat menimbuikan ketertiban
dalam masyarakat melalui jaminan adanya Kepastian hukum.

i Asas keseimbangan, heserasian, dan keselarasan, yaitu bahwa setiap
materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan mdividu
dan masvarakat dengan kepentingan bangsa dan negara,

Asas-asas materi muatan tersebut i atas, harus ada dalam materi
muatan atau dengan kata lain setiap materi muatan vang diatur dalam
peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan desa
merupakan penjabaran dari asas-asas tersebut, termasuk di dalamnva
prinsip-prinsip vang terkandung datam Pasal 33 LILID TS5, karena peraturan
perundang-undangan yvang ditetapkan akan dapat berlaby secara etektif,
apabila mengandung dava laku secara yuridis, tilosofis sasiologis, politis
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dan ckonomas. Kesermua ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari makna
Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar filosofis negara dan bangsa Indonesia
dan materi muatan UUD1TM5 sebagai dasar kenstitusional.

Sudikne Mertokusamo menvatakan bahwa hukum atau perundang-
undangan akan dapat berlaku secara efektif apabila memenuhi higa dava
laku sekaligus vaitu Hlosofis, yvurides, dan seswlogs. D1 samping o juga
harus memperhatikan efektivitas/dava lakunya secara ekonomis dan
politis. Masing-masing unsur atau dasar daya laku tersebut dapat dijelaskan
sebagar berikut™ -

2  Landasan filosohs, maksudnya agar produk hukoem vang diterbitkan
oleh Pemerintah jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilar hakika
di tengah-tengah masyvarakat, misalnva agama dan adat istiadat vang
uga mengandung berbagal asas-asas;

b. Daya laku vuridis berarti bahwa perundang-undangan tersebut harus
sesuai dengan asas-asas hukum vang berlaku dan dalam proses
penyusunannya sesual dengan aturan main yang ada,

€ Produk-produk hukum yvang dibuat harus memperhatikan unsur
sosiologis, sehingea setiap produk hukum vang mempunyai akibat atau
dampak kepada masvarakat dapat diterima oleh masyarakat secara
wajar bahkan spoentan;

d. Landasan ekonomis, yvang maksodnya agar produk hukum vang
diterbitkan oleh pemerintah dapat berlaku sesuai dengan tuntutan
ckonomis masvarakal dan mencakup berbagai hal vang menyanghkut
kehidupan masvarakat, misalnya pertambangan, kesejahteraan dan
pelestarian sumber dava alam,

e Landasan politis, maksudnya agar produk hukum yvang diterbitkan oleh
pemerintah dapat berjalan sesuat dengan tujuan tanpa menimbulkan
gejolak di tengah-tengah masyarakat.

Tidak dipenubinya kelima unsur dava laku tersebut di atas, akan
berakibat lidak berlakunva hukum dan perundang-undangan secara efektif,
Eebanvakan produk hukum vang ada saat ini hanyalah berlaku secara
yuridis tetapi idak berlaku secara filosofis dan sosiologis, Ketidaktaatan asas
dan keterbatasan kapasitas pemerintah dalam penvusunan produk hukum
vang demikian banvak, menghambat pencapaian tujusn dari peraturan
perundang-undangan vang ditetapkan Oleh sebab itu, langkah harmonisasi
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hukum menjadi penting dilakukan dalam rangka pencapaian dava laku
peraturan perundan p-umndangan sehagaimana dijelaskan di atas

Pengharmonisan adalah proses, card, perbuatan nwnghurmnnnsknn.
Keharmonisan diartikan sebagai perihal (keadaan) harmonis; keselarasan;
keserasian, Harmonisasi dapat diawali dengan melakukan penvelarasan dan
penyerasian tujuan, strateg dan pedoman dari masing-masing peraturan
perundang-undangan melalui upava penafsiran hukum, konstry ksi hukum,
penalaran hukum, dan pem berian argumentast vang rasional dengan tetap
memperhatikan sistem hukum Jdan asas-asas hukum yang berlaku.

Ferjadi disharmoni dalam bidang hukum, salah satu sebabnya adalah
kemajemukan sisten hukum 4i Indonesia. Kemajemukan sistem hukum
ini memang sangat petensial menimbulkan terjadinga disharmoni. Potensi
terjadinya disharmoni, misainya karena begitu banvaknya jenis peraturan
perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh
berbagal instansi, Yang satul sara lain tidak =aling berkoordinasi dengan
baik. Flierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan memang sudah
ada, tetapi heerarki (kata nrutan) ini pun tidak sepenuhnya ditaati.

Hingga saat ini masalah hierarki (tata urutan) peraturan perundang-
undangan masin menjads bahan perdebatan. Secara singkat dapat
dikemukakan bahwa pengharmonisasian adalah merupakan upaya untuk
menyelaraskan suaty peraturan perundang-undangan dengan peraturan
perundang-undangan lain, haik yang leih tinggn sederajal, maupun ¥ang
tehih rendah, dan hal-hal lain di luar peraturan perundang-undangan,
sehingga tersusun secara cictematis, tidak saling bertentangan atau himpang
tindih {roerlamg).

Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan pet-
undang-undangan. Dengan dilakukan pungharnmniha:;imldihar.-u}-nknn sualu
peraturan perundang-undangan merupa kan bagian ntegral vang utuh dar
keseluruhan sistem peraburan perundang-undangan. Ada beberapa ukuran
dasar agar peraturan perundang-undangan dinyatakan baik, Baik di sim
dimaksudkan bahwa penaatan terhadap peraturan perundang-undangan
rersebut dilakukan secara spontan (sadar) bukan karena ada paksaan.
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Paling tidak ada 4 {empat) dasar agar peraturan perundang-undangan
dimvatakan baik, vartu menvangkul dasar filosohs, dasar sosiologis, dasar
yuridis, dan menvangkul teknik  penyusunan  peraturan  perundang-
wndangan. Apabila perancang peraturan perundang-undangan  dalam
menyusun peraturan perundang-undangan memperhatikan dasar-dasar
di atas, maka kaidah-kaidah yvang tercantum dalam peraturan perundang-
undangan tersebut sah secara hukum dan berlaku secara efektif karena
dapat diterima secara wajar oleh masyarakat dan dan kemungkinan dapat
berlaku untuk jangka waktu vang panjang.

Dasar filosofis terkait dengan apa vang diharapkan dan peraturan
perundang-undangan, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban,
keseiahteraan, dan sebagainya. Dasar filosofis biasanva menvangkut masalah
eita hukum {rechfsidee), yvang tumbuh dari sistem nilai dalam masyvarakat
mengenai baik dan buruk, hubungan individual dan kemasyarakatan,
kebendaan, dan sebagainva.

Daszar filosofis peraturan perundang-undangan adalah Pancasila,
oleh karena itu setinp pembenlukan peraturan perundang- undangan
seharusnya memperhatikan secara sunguh-sungguh cita hukum atau nilai
vang terkanduny dalam Pancasila. Selanjutnya, dasar sosiologis vang terkait
dengan kondist atau kenyvataan vang hidup dalam masyarakal. Kenyataan
vang hidup dalam masyarakat dapat berupa kebutuhan, tuntutan atau
masalah yang dihadapi.

Dengan memperhatikan  dasar sestologis diharapkan peraturan
perundang-undangan yang dibuatakan diterima dan ditaati oleh masvarakat
secara wajar, tanpa ada paksaan. Peraturan perundang-undangan vang
ima dan ditaati sevara wajar akan mempunyai dava laku vang lebih
if, karena tidak diperlukan dava paksa dan alar pemaksa.

Dasar berikutnya adalah dasar vuridis. Ada beberapa hal vang harus
@perhatikan terkait dengan dasar vuridis, vartu pertama, keharusan adanva
kewenangan dan pembuat peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap
geraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat vang
ang. Apabila suatu peraturan perundang-undangan dibuat oleh
atau pejabat yvang tidak berwenang, maka peraturan perundang-
gan terscbul batal demi hukum. Sebagai konsekuensi hukumnya,
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peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak pernah ada dan
seyrali akibatnya batal secara hukum

Kedua, keharusaradanya kesesuaianantara bentuk ataujenisperaturan
perundang-undangan dengan materi vang diatur. Ketidaksesuaian antara
jentis dan materd ini dapat menjadi alasan untuk dibatalkannya peraturan
perundang-undangan tersebut,

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. A pabila
tatacara atau prosedur tersebut tidak diikuti, peraturan perundang-undangan
tersebut mungkin batal demi hukum atau  fdak/belum mempunya
kekuatan hukum mengikat, Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan vang lebih tinggi tingkatannya

Hal vang tidak kalah pentingnva, selain harus memperhatikan dasar
filosohs, sosilogis, dan yuridis, perancang peraturan perundang-undangan
juga harus memperhatikan secara sunggube-sungguh teknik penvusunan
peraturan perundang-undangan, Tidak depenuhinva pedoman teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan akibainya memang tidak
sefatal seperti tidak dipenuhinva dasar flosofis, sosiologis dan vuridis.
Namun, apabila dalam menyusun peraturan perundang-undangan tidak
.;[jp.grh,atjk,-m wekaik penvUsanan peraturan ]:lurundang-undung&n. maka
peraturan  perundang-undangan  vang dihasilkan termasuk peraturan
perundang-undangan vang tidak baik.

3. Aspek-Aspek vang Diharmonisasikan

Harmonsasi hukum pada dasarnyva merupakan upayd atau proses
untuk mengatas batasan perbedaan-perbedaan, hal-hal vang bertentangan
dan kejanggalan dalam hukum, Upava atau proses untuk mwngatas
keselarazan, kesesuaian, keserasian, kecocokan, keseimbangan di antara
norma-narma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagat sisten
hukum dalam suato kesatuan kerangha sisten hukum nasional,

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penve-
rasian dan penvelarasan antar peraturan perundang-undangan sehagai
suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai
tujuan hukum, Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunya
peranan vang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah
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tumpang bindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan vang
lain yang dapat mengakibatkan terciptanva kondisi ketidakpastian hukum
schingga dapat menjamin lercapainya tupuan hukum vakni mengabdi ke-
pada tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan hagi
rakvatnva,

secara umum langkah-langkah pengharmonisasian juga tidak lepas
dari politik hukum Pemerintah. Secara etimologis, politik hukum merupakan
terjemahan bahasa Indonesia dari stilah hokum Belanda Reschipolitiok,
vang merupakan bentukan dan dua kata reclt dan politiek, Politik hukum
merupakan rangkaian konsep dan asas vang menjadi garis besar dan dasar
rencana dalam pelaksanaan suatu pekeraanm, kepemimpinan dan cara
Bertindak dalam hukum. Dengan demikian, pelaksanaan pengharmonisasian
peraturan perundang-undangan membutubkan keputusan dari pimpinan
tertinggi (presiden) melalui pembantu-pembantunya, vaitu menteri-menteri
terkait.

Dari perspektif terminologls, babwa politik hukum adalah kebijakan
penvelenggara negara  tentang  apa  vang  diadikan  kriteria  untuk
menghukumkan sesuatu. Dalam hal mi kebijakan tersebut dapat berkaitan
dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri,
Bemikian pula menarik apa vang dikemukakan oleh Teuku Mohammad
®adhie, bahwa politik hukum adalsh suatu pernyvataan kehendak penguasa
megara mengenal hukum vang berlaku de wilavahnya dan mengenai arah
perkembangan hukum yang dibangun

Pengan demikian, terwujudnva suatu perundang-undangan vang
Barmonis antara satu dengan lainnya datam kenyataannya sangat ditentukan
steh keputusan dari pimpinan tertinggzi, karena sangat berkaitan erat den gan
arzh dari pimpinan vang berkuasa kemana hukum akan dibawa. Sedangkan
Berbicara mengenai arah dari pimpinan sangat berkaitan eral dengan pola
Fkir vang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan hukum
smumnva dan penerapan peraturan perundang-undangan, Pengertian pola
pukar dapat dipakai dalam arti cara pandang atau visie (bahasa Belanda) atau
mesion (bahasa Inggris) Menurut Darek Fo Abel, vision diartikan sebagai
Vimom can be manifested fre o J(‘aiﬁl’__ﬁ'.':-—f different wymgs, vaitu wf:.g-.;.:rf o visfon of He
stuntion; strategic viston, o wsion of resouroes and competences needed, @ vision
of the future orgamzation, a viswn of e to proceed, Demikian pula apabila
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herbicara tentang, pola pikir, maka Hdak lepas dart apa vang terkait dengan
arti paradigma. Marilya Ferguson dalam buku the Aquarian Conspiracy
mengemukakan bahwa a peridigm 15 d framuork of though, o schene for
wrderstanding awid explaiing certain aspects of realiiy,

Dari berbagai uraian tersebut di atas, maka uniuk melakukan suatu
pengharmonisasian peraturan perundang-undangan tidak mudah, karena
keterkaitan antara substansi dan  keputusan politik  hukum  menjadi
pertimbangan  vang harus dilewati oleh para perancang peraturan
pur1|ndang-llndanga:n

Setidak-tidaknva ada 2 aspek vang diharmonisasikan pada waktu
menyusun peraturan perundang-undangan, vaitu yang berkaitan dengan
aspek konsepsi matert muatan dan aspek teknik penyusunan peraturan
perundang-undangan.

1. Konsepsi materi muatan peraturan perundang-undangan mencakup:

a  Pengharmonisasian konsepsi materi muatan rancangan peraturan
perundang-undangan dengan Pancasila, Milai-nilar Pancasila harus
menjadi sumber dalam setiap peraturan perundang-undangan,
schingga nilai-nilai tersebul menjadi aktual dan memberikan
batas kepada peraturan perundang-undangan yang bersanghkutan.
Setiap peraturan perundang-undangan secara substansial mesti
menjabarkan  pilai-nilai - Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakvatan dan keadilan sosial. Pancasila merupakan ita hukum
(rechtsider). Cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur
vang bersifat regulatif, yvaitu vang menguji apakah suatu hukum
positif adil atau tidak, melamkan juga sckaligus sebagai dasar
vang; bersifat kenstitubt, yvaitu vang menenlukan bahwa tanpa cita
hukum, hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum,

b, Pengharmonisan konsepsi materi muatan rancangan peraturan
perundang-undangan  dengan Undang-Undang  Dasar.  Materi
muatan  rancangan  peraturan perundang-undangan  harus
diselaraskan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar sebaga
hukum dasar negara. Pengharmonisasian rancangan peraturan
perundang-undangan  dengan Undang-Undang Dasar  selain
berkaitan dengan pasal-pasal tertentu vang dijadikan dasar
pembentukannya dan pasal-pasal vang terkait, juga dengan prinsip-
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prinsip negara hukum dan negara demokrasi baik di bidang sosial
politik maupun ckonoma.

!"'E"I"Igl'lﬂl'l'l'lﬂl'l'i"iﬂﬁiﬂﬂ rancangan peraluran F?Tlllidﬂnﬂ'l]nh{anﬁ-ﬂn
dengan asas pembentukan dan asas maternt muatan peraturan
perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menggolongkan asas
peraturan perundang-undangan menjadi 3 {tiga} golongan yaitu:
asas pembentukan peraturan perundang-undangan vang baik, asas
matert muatan, dan asas lain sesual dengan bidang hukum peraturan
perundang-undangan vang bersangkutan. Pasal 5 menentukan
bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan vang baik
adalah sebagai berikut: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ
pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan,
dapat dilaksanakan, kedavagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan
rumusan, dan kelerbukaan. Pasal & avat (1) menentukan bahwa
asas materi muatan peraturan perundang-undangan adalah sebaga
berikut: kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan,
bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan, ketertiban kepastian hukum, dan/atau
kescimbangan, keserasian, dan kesejahteraan, Di samping itu masih
ada asas lain sesuai dengan bidang hukum vang diatur, misalnyva
asas legalitas dalam hukum pidana, asas kebebasan berkontrak
dalam hukum perdata. Aasas hukum adalah penting untuk dapal
metihal jalur “benang merah” dar sistem hukum positif yvang
ditelusur dan diteliti, Melalui asas-asas tersebut dapal dicari apa
yang menjadi tujuan umum aturan tersebut

Asas peraluran perundang-undangan sangat bermantaat bagi
penviapan, penvusunan dan pembentukan peraturan perundang-
undangan vang baik. Asas tersebut berfungsi untuk memberi
pedoman dan bimbingan dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan.

Pengharmonisasian  materi  muatan rancangan  peraturan
perundang-undangan secara horizontal agar lidak tumpang tindih
dan saling bertentangan, karena hal tersebut akan menimbulkan
kehidakpastian  hukum dan  ambiguitas dalam  pencrapannya.
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Dalam pelaksanaan pengharmonisasian secara horizontal sudah
tentu berbagai peraturan perundang-undangan sederajal vang
terkait perlu dipelajari secara cermat agar kinsepsi materi moatan
peraturan perundang-undangan vang eral berhubungan satu sama
lain selaras, Pembentuk peraturan perundang-undangan fentu periu
melakukan koordinasi dengan instansi vang terkail, yang secara
cubstansial menguasai materi muatan suatu peraturan perundang-
undangan dan  keterkaitannya dengan peraturan  perundang-
undangan lain.

e. Pengharmonisasian materimuatan rancangan peraturan perundang-
undangan dengan konvensi/ perjanjian internasional. Konvensi/
perjanjian internasional juga haros diperhatikan agar peraturan
perundang-undangan nasional  tidak  bertentangan  dengan
konvensi/ peraniian internasional, terutama vang tetah diratifikasi
oleh negara Indonesia.

f.  Penpgharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan

dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung

atas pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, Putusan

Mahkamah Konstitusi atay Mahkamah Agung atas pengujian

terhadap peraturan perundang-undangan vang telah mempunyal

kekuatan hukum tetap harus dipertimbangkan pleh perancang
peraturan  perundang-undangan dalam  menyusun  peraturan
perundang-undangan.

Hal vang tdak kalah pentingnva adalah  pengharmonisasian

FanCAangan peraturin perundang-undangan denpan teori hukum,

pendapat para ahli {dogmal, yurisprudensi, hukum adat, norma-

norma Lidak tertulis, rancangan peraturan perundang-undangan,
rancangan pasal demi pasal dalam peraturan perundang-undangan
vang bersangkutan, dan kebijakan-kebijakan vang terkail dengan

0%

peraturan perundang-undangan vang akan disusun,

2. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan batk menyangkut
kerangka  peraturan perundang-undangan, kal-hal khusos, ragam
hahasa dan  bentuk  peraturan  perundang-undangan. Teknik
penyusunan peraturan perundang-undangan tertuang dalam lampiran
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pengabaian terhadap teknik
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penvusunan peraturan perundang-undangan akibalnyva memang tidak
sefatal pengabaian keharusan harmonisaist atas susbtansi peraturan
perundang-undangan,  Pengabaian  lerthadap  teknik  penvusunan
peraturan perundang-undangan, hidak dapat menjadi alasan batalnva
peraturan perundang-undangan atau alasan untuk melakokan yudicial
rectene, Apabila kita mengabaikan teknik penvusunan  peraturan
perundang-undangan, paling-paling kita hanya dapal mengatakan
bahwa peraturan perundang-undangan tersebut jelek.

Disharmonisasi-Peraturan Perundang-Undangan dapat diatasi dengan
beberapa cara vaitu

4. Mengubah/mencabut pasal tertentu yvang mengalami disharmo-
ni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan vang ber-
sanghutan, oleh lembaga/instansi vang berwenang membentuknya,

b. Mengajukan permohonan upp materil kepada lembaga yudikatif
sebagai berikul;

Iy Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar kepada Mahkamah Konsitusi

2} Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bhawah
undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah
Apung.

¢ Menerapkan asas hukum/ dokirin hukum sebagai berikut;

I} Lex superior deragat legd inferiord.,
Peraturan  perundang-undangan  bertingkat  lebibh  tinggi
mengesampingkan  peraturan perundang-undangan  tingkat
lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-
undangan Iebih tinggi mengatur hal-hal vang oleh undang-
undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-
undangan tingkat lebih rendah,

2)  Lex specialis derogal lege yeneraliz,
Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang
khusus akan menggesampingkan aturan hukum yang umum
Ada beberapa prinsip vang harus diperhatikan dalam asas Lex
specialis devvegat leg) generali,
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al  Ketentuan-ketentuan vang didapati dalam aturan huekum
umium tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam
aturan hukum khusus tersebut.

by Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajal dengan
ketentuan-ketentuan lex gererals (undang-undang dengan
undang-undang).

¢ Ketentuan-ketentuan lex  specialis harus  berada  dalam
lingkungan hukum (rezim) vang sama dengan iex generalis,
Kitab Undang-Lindang Hukum Dagang dan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk ingkungan
hukum keperdataan.

3}, Asas lex pesterior devogal legi prioei

Aturan hukum vang lebih baru mengesampingkan atau

meniadakan aturan hukum vang lama. Asas lex posterior derosgt

legi priors mewapbkan menggunakan hu kum yang baru.

Asas ini pun memual prinsip-prinsip

ay  Aturan hukum vang baru harus sederajat atau lebih tinggi
dar aturan hukum vang lama.

b)  Aturan hukum baru dan fama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yvang dapat
menimbulkan ketidak pastian hukum, Dengan adanva Asas Lex
pusterier devogal legi prior, ketentuan yang mengalur pencabutan
suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu
penting. Secara hukum, ketentuan lama vang serupa tidak akan
berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mula beclaku,

2.3 PEMBANGUNAN DESA

Kata “desa” berasal dari bahasa India, vakm “swadesi” vang berarti
tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanaly lefuhur yang merujuk
pada atu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, seria memiliki
batas vang jelas. Istilah desa sendiri sangat beragam di berbagai tempat
di Indvnesia, Desa hanva dipakai dalam masyvarakat pulau Jawa, Madura
dan Bali, Sedangkan masyarakat Aceh menggunakan nama Gampong atau
Meunasah, masvarakat Batak menyebutnya dengan kuta atau Huta, di
daerah Minangkabau disebut dengan Nagari, Dusun atau Marga diSumatera
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n™, kemudian di Lampung disebut dengan Dusun, Tiuh, Kampung
Pekon. Bouman mengemukakan desa “sebagai salah satu bentuk kuno
8 kehidupan bersama sebanvak beberapa ribu orang, hampir semuanya
g mengenal, kebanvakan vang termasuk didalamnva hidup dan
nlan, perikanan dan sebagainva, vsaha vang dapat dipengaruhi oleh
dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal ile lerdapat banvak
Seatan-tkatan keluarga vang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah

L]

Keberadaan desa atau kampung sebagai satu kesatuan masyarakat
memberi pemabaman vang mendalam bahwa institusi desa bukan
ra sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum vang
32 dihargai, diistimewakan, dilindungi dalam strukier Pemerintahan di
esida. Hal ini dinvatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B
it (2) sebagai berikut:

Negan mengaican dor menghormmatt kesebian-kesatuan masyarakal Sk
adat heserla Dok Lk tradisionalvog sepasipanyy masdhe bidvp das sesaa dengan
perkembangan masyaraka! dan provsip Negara Kesatuan Repubhk Tidonesia,
vamy diatur dengan andang-uniaeg,

Berdasarkan Pasal 18 B avat {2) UUT 1945 tersebut, maka desa diartikan
‘Bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, telapi juga sebagai
Wrarki pemerintahan vang terendah dalam NKR1 Terkait dengan posisi desa
#tau kampung vang akan dikembangkan sebagai focl self goaverment, maka
wang harus dilakukan bukan sekedar menegaskan kewenangan asal-usul,
“melainkan negara juga harus melakukan desentralisasi politik {decolns)
kepada desa atau kampung, seperti vang dilakukan kepada daerah. Dalam
megulasl, misalnva perlu ditegaskan bahwa negara kesatuan Republik
Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten/kota dan desa

Departemen Dalam MNegen sebagaimana  temaktub dalam pola
Basar dan Cerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa [1%Y)
meninjau pengertian desa dan segi hubungan dengan penempatannva di
dalam susunan tertib pemerintaban, sebagai berikut. “Desa atau dengan
mama aslinva yvang singkat vang merupakan kesatuan masvarakat hukum
Serdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula
“badan pemenintahan” vang merupakan bagian wilayah kecamatan atau
wilavah vang melingkunginya”,
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Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah adalah
kesatuan masvarakat hukum vang memiliki batas wilayah vang berwenang
utnuk mengatur dan  mengurus  Urusan pemerintahan,  kepentingan
masvarakat selempat berdasarkan prakarsa masyara kat, hak asal-ususl, dan/
atau hak tradisional vang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Megara Kesatuan Republik Indonesia,

Seiring dengan terjadinya perubaban LIL Pemda 2004 dengan Undang-
Undang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemerimtahan Dacrah™ sebagaimana
telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Momor 9 Tahun
215 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah,™ kewenangan pemerintah daerah terhadap
desa merupakan salah satu kewenangan dalam urusan waijib dalam Pasal 12
ayat (2) huruf g, pemberdavaan masyarakat dan desa, dan lampiran huruf
M UL Pemda menvebutkan kewenangan tersebut sebagaimana terdapat
dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Pembugian Lirusan Bidang Pemberdayiar Masyarakal dan Desa
Antard Pemeringali, Pemerintal Daerah Provinst dan Pestermtal Dagral
Kabupaten/fokt

= : iy Femserinlaly
M Sub arusan Pemeriniah Fusal Penmerintaly Provins Kabupatea/iola
(1} i2h 13 i i% .
1. Penagiagn dess o Pemibenbukan e Penetapan susonan Pervelemsgaraan
) haweasen yang kekmilagaan perakaan Livss
bersifat klusuc purpsssan gbatin
dan strategis dar epasa jabakan
buap kepemtingan wepala desa adal
masianal terdasarkan hukusm
b Pepeenitam koo adal
e besdasarkaii
redOf rerskTas dari
Cubwrrmiar setagal
Wakil Pemerintah
Pumal
K Foeris Sanma [hisa Fasilitus karpa samn Fasilitas kiorga mumia Fastlitasi ketrja sama
arbar-Iesa dars Dacraly ardar- Do dlan atar- Desa dalan

provinss vang berbeda Cracrah habuipatery 1 inabii] Daerah
kb v i lwnds H.l|'|,||--||'i-r'.."'|l:|.'\l1i|
dakarmn [ {satu}
Macrah proyinss
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Tabel 2.1 Pembaguin Lrusan Biding Pemberdmyaan Masyaretaf Dan Desa
Antara Pemerintal, Pemerintaly Dacral Provinsi dan Pemerintall Daceal
Kabupatesn/Kote {Lanjutan)

. PFemyerintah
M, Sub grusan TPemerintah Fusat Pemerintah Frovins: K abupatennta
it 12 3 i [l
3 Adminsiran - - Pembinaan din
Iemerrintahan R ETLTTRE R
[y [ PIR S FUL TR
adiniratrass
b parreriadin
[hesg,
¥ Lembaga Pemberdayaon lemlugs  Pernberdavaan 4, Pemberdayaan
Kemaervarakatary hemasvacakodan vang lemibama embaga
Lembaga Akal, bergerak oy Badang Lemisyarakatan kernasyvarakalan
dan Masvarakar pembwrdayaan s vang birgerak vang bergerak
Hukum Adat timpkat nassinal i Beckang i bidang
prernierdlayvian rembendaraan
=i dan bembuapa Thessar clan
aulat tingkat Teaerah bembuga adal
prowvensi serta tingkat Macrah
pemberdasaan kabupaben [/
Masvarakat btk damn
ks acdal pemberdaaan
vumg masvarakat sy arakat
pelisuamva hukmm bk adatr
aifak yang =ama vang masvanakat
berads di linkas le.11-:||nl.-.:.h|.|h|-|r|

Marrah kabupaten,
kol

alar yang sama
dalam [cral
kbt / kuia
b |'|.'II'||'n'|;!.'|:|-.;|.||'|
h-mh.':g.a
kopnasyarikiatan
dan lerabas sdar
1|.n;_qk.j| [ s

Bamber: LU No. 23 Tahun X414

Berteda dengan UL Pemda 1999, dan UL Pemda 2004 vang menvatu
‘padukan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pengisian jabatan
kepala daerah, maka semangal efektivitas dan efisiensi penvelengyaraan
pemerintahan juga berimbas pada pembidangan ketiga persoalan lersebut
dalam pengaturan tiga undang-undang terpisah,

UL Pemda 2004 meskipun menyebutkan dalam Pasal 12 avat (2) huruf
£ dan lampiran huruf M dengan menempatkan urusan pemberdayaan
‘masvarakat dan desa sebagai salah satu urusan pemda, tetapi secara lebih
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PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DALAM BINGKAI REZIM HUKUM

3.1 IDENTIFIKASI PENGATURAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Burd:::—mr]mn. Pasal 7 ayat (1) Undang-Lindang Nomor 12 Tahun 2011

tenlang Pembentukan Peraturan Merundang-undangan ditegaskan
bahwa [enis dan hierarki peraluran  perundang-undangan di
Sdonesia terdid atas:

L Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

S Ketetapan Majelis Permusvawaratan Rakyat,

& Undang-Undang;

& Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penggantt Undang-Undang;
2 Peraturan Pemerintah;

& Peraturan Presiden;

¥ Peraturan Daerah Provinsi; dan

&

Peraturan Daerah Kabupaten,/ Kota.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa jenis peraturan perundangan
Sewsifat limitatif, meskipun sebenarnya jika diartikan secara gramatikal dan
Semgan logika hukum masih membuka adanya peraturan lain vang diakui
Ssstensinya salah satunva produk hukum vang dikeluarkan oleh Menteri!
Eme cecara praktik kenegaraan menjadi peraturan yvang cukup urgen.
Meberadaan Produk hukum vang dikeluarkan oleh Menteri diperlukan
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untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya
Vang secara tegas memerintabkan atau l'I'I.L':I'tL'lE‘JEEﬂHEh‘lI‘I.'

Pasal 8 avat (13 UL No. 12 Tahun 201 Tmenyebutkan bahwa:

“lenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup perafuran yang ditetapran olel Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan DPerwakilan Rakvat, Dewan
Perwakilan Dacrah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menter, badan,
lembaga, atau kdmisi vang setingkat vang dibentuk dengan Undang-
Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan
RakvatDaerah Kabupaten/Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau
vang setingkat”,

Ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1} tersebul menjelaskan bahwa

peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri diakui dalam jenis dan hierarki

peraturan perundang-undangan sebagaimana pada Pasal 7 ayat {1) di atas
Produk hukum vang dikeluarkan oleh kementerian dapat digolongkan
kedalam Reyelling ataupun Beschikimy. Penggelongan ini berdasarkan pada
sifat pengaturannyva sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini,

Tabel 3.1 Sifaet Pergatiran

No  Regeling Feletdsregel Reschikking

1.  Bersifat mengatur dan Mengikat secars umum. Ditujukan kepada
mengikat secara umum individa (-indivacu)
falgvine edeyede) tertentu

2. Bersifat abstrak-umam Bersifat absirak-umum  Bersilat final, nvata
(tidak ditujukan kepada  atau abstrak-individual - dan kengkrt
individu tertentu),

1. Bersumber dari Bersumber iari Berrsumber dan
kekuasaan legislanl kekuasaan eksckutil kekasaan eksekubit
(lrgesdatoe pumeerl, fexeczrhien prirerl, fevecaedize puirer)

4 Berlakw terus menerus Berlaku lerus menerus  Berlaku sekali selesai
{danerfafiigl, [amuerii ) fern iy,

3. Mempunyai bentok/ Kadangkala formatrnvs Kadangkala
format tertento (baku) tidak baku, formatrva tidak

brakii.
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Produk hukum vang lazim dikeluarkan dalam hal pembangunan desa
dapat berupa Peraturan Menteri, dan peraturan daerah, Dalam penelitian
mi, jenes peraturan perundang-undangan vang akan diteliti adalah:

Undang-Undang;
Peraturan Pemerintah;
Peraturan Presiden;
Peraturan Menteri; dan
Feraturan Dacrah.

e e

Peraturan perundang-undangan ini kemudian diidentifikasi baik
peraturan perundang-undangan vang mengatur langsung  perencanaan
- pembangunan desa pesisirmaupun peraturan perundang-undangan sektoral
¥ang sangat berkaitan dengan pembangunan desa, Tingkat harmonisasi

hukum dalam hal ini dilakukan berdasarkan indikator harmonisasi dalam
i Bga tingkal harmonisasi vaitu: pertama, indikator keselarasan, keserasian,
kesesuaian, dan kecocokan; kedua, indikator keseimbangan; ketiga, indikator
konsistensi, ketaatan asas, dan terinlegrasi. Ketiga tingkat harmonisasi
dilakukan secara vertikal dan horizontal

Jenis peraturan perundang-undangan ini ditdentifikasi berdasarkan
suatu identifikasi tertentu vang berbeda anlara jenis peraturan perundang-
‘mndangan satu dengan jenis peraturan perundang-undangan  lain,
Mentifikasi berdasarkan judul, jenis produk hukum dan substansinya.
Selain peraturan perundang-undangan vang masuk i dalam  hirarki
Sukum, Pasal & UL Nomaor 12 Tahun 2011 tentang ['3 mengakui peraturan
~perundang-undangan lainnya vaitu peraturan perundang-undangan vang
Bdak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan sepanjang,
‘Siperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan vang lebil tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan. Secara keseluruhan, dari identifikasi
¥ang telah dilakukan, peraturan perundang-undangan vang mengatur atau
‘Serkaitan dengan pembangunan desa berjumlah 39 (tiga puluh sembilan)
Peraturan sebagaimana disajikan pada tabel 3.2
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Tabel 3.2 Peraturan Perundang-Undwagan Yang Mengatur Peobangunan Desa

Mo, Bentuk Aturan Jumlah
1. Undang-Undang 3
I Peraturan Pemerintah 2
J Peraturan Presiden 1
4, Peraturan Menteri Dalam Negeri 3
5 Peraturan Menter: Desa, Transmigrast, dan |
Pembangunan Daerah Tertinggal
fi Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupalen )
lumilah Total k1)

Gumiber Data dicdah, 2007

Berdasarkan identifikasi vang telah dilakukan, dapal dikemukakan
bahwa berkenaan dengan Perencanaan Pembangunan Desa Pesisir terdapat
beberapa rezim hukum yvang berkelindan danmem bentuk formast relasional
sehagaimana digambarkan pada grafik berikul Rerim hukum tersebut pada
dasarnya terdiri dari lima bagian yaitu: desa, pesisir dan pulav-pulau kecil,
pemerintaban daerah, perencanaan pembangunan dan penataan ruang/
spasial, sebagaimana digambarkan pada arafik 3.1,

Grafik 3.1 Relasi Rezis Hukam dalern Pevescanaan Pembangaman Dies Pesisir

Dess

Pesisir dan

T — Pemerintahan
Palas-Pulau ﬁ. '
Muerah
Koecil
iy

Perencanaan > Penataan
Pembangumin Ruang/Spasial
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Meskipun hasil identifikasi menunjukkan konteks perencanaan pem-
‘Bangunan desa pesisir tersebar dalam beberapa rezim hukum, namun un-
sk lebih memudahkan analisis dengan mempertimbangkan besarnya
snggungan antara rezim-rezim hukum tertentu maka secara vertikal har-
sonisasi akan dilakukan dengan mengkategorisasikan kedalam liga rezim
it
® Rezim hukum de<a dan pemerintahan daerah;
®  Rezim hukum penataan ruang/spasial; dan
=  Rezim hukum perencanaan pembangunan.

pun terkait sebaran pengaturan berdasarkan judul dan bentuk produk
Sukumnya akan disajikan pada beberapa tabel berikut ini sesuai dengan
rezim hukum yang lelah ditentukan sebelumnya.

PENGATURAN DALAM REZIM HUKUM DESA DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan bahan hukum terkait rezim hukum desa dan pemda yang
teridentifikasi, terdapat 12 [dua belas) peraturan perundang-undangan
&' dalam rezim hukum desa dan pemerintahan daerah yang mengatur
ng pembangunan desa, dengan bentuk sebaran: 2 jduajundang-u nefang,
turan pemerintah 1 (satu), 3 {tigga) Meraturan Menteri Dalam Negerd, dan
Ssatu) Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Dacrah
mggal. Adapun jumlah peraturan daerah terkait pembangunan desa
vak 5 (lima) perda.

3.3 Pengaturan mengenai Peoeanguinan Desa Pesisiv Kezom Hukum Desa
din Pennda

Bentuk Peraturan

Undamg-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang, Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dagrak
Peraturan Pesnerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang, Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomar 6 Tahur 2014 tentang [hsa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2004 tentang
Pedoman Pembangunan Duesa

Peraturan Menteri Dalam Megeri Momaor 81 Tahun 2015 tentang Evaluas:
Perkembangan Dhesa dan Kelurahan
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Tabel 3.3 Pengaturan mengenai Pembangunin Desa Pesisie Rezim Huekroen Dhesa

dear Pertiala [ Livmputan)

Mo Bepluk Peraturan

6 Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 46 Tabun 2006 tentang Lapoeran
kopala Dhesa

7 Peraturan Menteri Desa, Transmigrast, dan Pembangunan Daerah
Fertinggal Nomor 3 Tahur 2015 tentang Mendampingan Desa

8  Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomar 2 Tahun 2016 lentang
Pemberdavaan Masvarakat Caesa

9 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2016
tentang Medoman Pembangunan Desa

10 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timor Momor 3 Tahun 2002
tertang Rehabilitasi Pesisie, Pantai dan Laut dakam Wilavah kabupaten
Lampumny, Tamur

11 Peraluran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nemer 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pembangunan Desa

12 Peraturan Dactah Kabupaten Pesgwaran Nomor 4 Tahun 2015 lentang

Perencanaan Pembangunan Desa

Sumber Data diclah, 205,

Adapun ringkasan grafis dari sebaran peraturan perundang-undangan

mengenai desa dan pemda tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini

Grafik 3.2 Scharan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rezime Hukim Desa

iane Pensdn

[ RELE
PP
i frermen
| Ferda Proving

¥ Perda Kabupaten

Summber: Data dinfah, 207
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Permmetaan produk hukum dalam rezim hukum desa dan pemerintahan
Saerah vany telah dioratkan di atas, sangat berkaitan dalam upava memotret
Merangka normatif pengaturan tentang perencanaan pembangungan desa
ra umum mavpun desa pesisir sebagai fokus dar buku it

33 PENGATURAN DALAM REZIM HUKUM PENATAAN
RUANG /SPASIAL

Berdasarkan bahan hukum terkait rezim hukum penataan ruang vang
izh teridentifikast, terdapat 11 {sebelas) peraturan perundang-undangan
k dalam rezim hukum pemataan ruang,

Tabel 3.4 Pengaturan Mengena: Pembangunan Dese Pesisiv Rezim Hukum
Spastal

So  Bentuk Meraturan

L Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- & Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penpgelofaan Wilavah
Pespsir dan Pulau-Tulaw Kecil

3 Peraturan Pemerintab Nomor 26 Tahun 2008 tentang Bencana Tata Ruang
Wilavah Nasional

£ Peraturan Dacrah Provinsi Lampung Momor 1 Tahun 20140 tentang Bencana
Tata Ruang Wilayal {RTRW) Provinst Lampung Tabun 2009 sampai dengan
Tahun 2029

3 Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Timur Nomor @4 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilivah Kabupaten Lampung Timur Tabun
211 - 231

& Peraturan Dacrah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 200 1-2031

Peraturan Dacrah Kabupaten Tulang Bawang MNomor 05 Tahun 20175 tentang

Rencana Tata Ruang Wilavah Kabupaten Tulang Bawang 2012 - 2032

£ Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 tenlang Rencana Tata
Ruang Wilavah Kabupaten langgamus Tahun 2111-313]

% Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2002 tentang,
Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2000 - 20340

B Peraturan Dacrah Kabupaten Lampung Selatan Momor 15 Tahun 20012
tentang Rencana Tata Fuang Wilavah Kalwipaten Lampung Selalan Tahun
M1 - 231

SL Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Kuang Wilavah Eabupaten Lampung Selatan Tahun

A1 - X131

£ Elat diclah, X117
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Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat
sebelas produk hukum yamg mengatur mengenal Rencana Tata Ruang
Wilavah baik di tingkat pusat dan daerah. Adapun preduk hukum tersebut
terdiri dari satu undang-undang, dua
daerah provinsi dan enam peraturan daerah kabupaten.

peraburan pemerintah, satu peraturan

ndangan Dhalame Kezinl Hakiierr

Grafik 3.3 Sebaran Peraturar Perandang-L
Penlaan Knang

| Uk
| PP
s Pesda Provins

B Perda Rabupaten

sumber: Data diclah, a7
Produk hukum vang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut

merupakan rencana vang hetbentuk sebuah dokumen resmi dan tersusun
an-kegiatan yang akan dilakukan untuk

gaturan secara ferencana  mengend
ujuan vang telah ditetapkan
rsebut tentunva berdasarkan

cecara sistematis mengenai kegiat
mengatasi masalah-masalah dan pen
tata ruang wilayah dalam rangka mencapai |

Rencana yang tersusun dalam perencanaan bee
lentuan aturan vang berlaku tersebut

sobuah  peraturan  perundangs
h dan secara langsung akan

ketentuan aturan yang berlaku dan ki
mempunyai  hubungan  secara hirarki

undangan dari tingkat pusat sampai daera
berkenaan juga dengan perencanaan pembangunan desa termasuk desa

pesisir,

Peraturan permu:lnng-undang,an di tingkat pusat vang secara khusus
memberikan perhatian terhadap desa pesisir ditemukan datam Pasal
6t Undang-undang Nomor 27 Fahun 2007 sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomaor | Tahun 2014 tentanyg Pengelolaan Wilavah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 60 menyebutkan hak dan kewajiban

masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, salal
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satu kewajiban terkait dengan hal ito adalah untuk melaksanakan program
- Pengelolaan Wilavah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil vang disepakati di
Boghkat desa. Arbinya Rencana Pembagnunan Jangka Menengah (RPJM)
De=a vang diimplementasikan melalui Rencana Kera Pemerintahan (RKP)
Desa di dalamnya mengatur pelaksanaan pengelolaan wilavah pesisir dan
pulau-pulau kecil vang wilavah hukum desa tersebut mencakup dan/atau
‘Serada di dacrah pesisir dan/atau kepualaun

34 PENGATURAN DALAM REZIM HUKUM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

Berdasarkan bahan hukum  terkait rezim  hukum  perencanaan
gunan  vang telah  teridentifikasi, terdapat 16 (enam  belas)
pematuran perundang-undangan pokek dalam resim hukum perencanaan
ZLNAN.

Tabel 3.5 Pengaturan Mengenal Petabainyunan Desa Pesisir Rezim Hukum
Perencanaan Pemibanigunan

R Bentuk Peraluran

L Undang-Lndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana 'embangunan langka Panjamg Nasional Tahun 2005 < 2025

=  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20035 tenlang
Rencana Pembangunan Janghka Menengah Nasional Tahon 2015 - 2019

3 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Noemaer 6 lahun 207 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPTY Provins:
Lampung Tahwn 2005-2025

4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomaor 6 Tahun 2004 tentang
Rencana Pembangunan Janghka Menengah Daerah Tahun 2015-20149

2 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomar . Tahun 2016 tentang
Hencana Pembangunan langka Panjong Daerah (RPFD) Kabupaten
Pesizir Barat Tahun 20015-2025

L] Peraturan [Masrah Fabupaten Pesisir Barat Momior 16 Tahun 2006 lentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPIMD} Kabupaten
Pesisir Baral Tabwn 2006-2021

#. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2001 tentang

Rencana Pembangunan fangks Pampang Daerah Kabupaten Pesawaran
Tahum 2052025
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Tabel 3.5 Pergaturan Mengenal Pembaregunan esa Pesisir Rezom Hukwn

Perencaman Perttangunan {Lanjidin)

Bentuk Peraluran

1,

11,

13

14

15

In

Peraturam Baerab Kabupalen Pesawaran MNomor 3 Tahun 36 tendang
Rencana Pembangunan langka Menengah Daerah (EPEMLDY) Kabupaten
Pesawaran Tahun 2016-221

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamos Momor 01 Tahoen 2008 tentang
Ruencana I'embangunan Jangka Panjang (RPI%) Kabupaten Tanggamus
Tahun 2005 - J025

Peraturan [aerah Kabupalen Tanggamus Momor 12 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan langka Menengah Daerah (RPJMEB) Kabupaten
langgamus Tahun 2013-20148

Peraturan [Maerah Kabupaten Lampung Selatan Nemor B4 Tahun 2003
tentang Kencana Pembangunan |angka Panjang Daerah Kabupaten
Larmnpung Selatan Talwi 20052005

Peraturan Daerah Kabupalen Lampung Sefatan Nomor . Tahun 26
tentang Bencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lampung Selalan Tahun 2006-2021

Peraturan [herah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tabun 2000
tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPPD) Kabupagen
Lampung Timur Tabun HH5-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timar Nomor . Tahun 2016
tentang Kencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPN
Kabupaten Lampong Timuor Talwes 20162027

Meraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Momor 26 Tahun 2HH08
lentang Bencana Pembangenan Jangka Ponjang Dacrah (RPT
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomer (3 Tahon 2003
tentang Kencana Pembangunan Jangka Menengah Daerab (EPIMIY
Fabupaten Tulang Bawang Tahun 20003 - 218

Sumber Data diclah, 2R7

Enam belas produk hukum vang mengatur mengenar rencana

pembangunan, baik itu berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) baik di tingkat nasional maupun daerah dan Bencana Pembangunan
Tangka Menengah (RPIM) baik di ingkat nasional maonpun daerah, Adapun
sebaran jenis produk hukum tersebut disajikan pada grafik 3.4
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Grafik 3.4 Sebaran Peraturan Perundang-Undangan dafam Bezom Hukam

Perevcantaan Pealvingiian

L NLE
B Perpres
1 Perda Provins:

# Perda Kabupaten

= Dlata diolah, 207

Produk hukum vang mengatur rencana pembangunan di atas
kan produk hukum yang berbentuk dokumen resmi dan tersusun
2 sistemalis mengenal perencanaan pembangunan vang idealnya
=ecara berkelanjutan dan sistematis dari pusat hingga ke daerah dan
langsung akan berkenaan juga dengan perencanaan pembangunan
termasuk desa pesisir

Dalam pembahasan ini juga termazuk Peraturan vang dikebuarkan oleh Kepala Badan
Beegary

Sle=ki tidak imenuiuap 5-:m11|.||1ﬁl:i:n.1n babwea mwentbieri |f.1|'|.|r e bt peraturan walau-
pom pencdelepgasion fersebug tidak secara fegas alau lidak diperintahkan oleh peraturan
perundang-undangan vang lebib tinggt Samun berdasarkan kewenangamnya, menterd
dipat menetapkan peraturan vang lidek merapaban delegasi persturan perumdang-un-
Sangan vang di atasinva,

Forminolog peraturan perundang-undangan pokok dimeaksud adalah peraturan perun-
Sang-undangan vang terdapal pada hirarks peraturan perondang-ondangan sebagaima-
s diatur dalam UL doos 12 Tahwn 2001 tentang Pembentokan Peratunan Peroundang
Undangan,

—tallog-
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41 PEMETAAN DESA DI WILAYAH PESISIR LAMPUNG

umlah desa secara keseluruhan Jdi [Indonesia berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri {Permendagri) Nomor 36 Tahun 2015 tentang

Kode dan daka wilayvah Administrasi pemermtaban disebutkan bahwa

lah Desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83,184 (74,754 Desa + 84340
Eeturahan), 14'% diantaranva meropakan desa pesisir (9.326) desa. Namun
Semikian data yvang terdapat dalam tiga Permendagri tidak mempunyai
Resamaan, tetapi ketiganva dapal dijadikan rujukan atas jumlah desa
Emaksudkan sebagaimana digambarkan pada grafik £.1.

Besarnya jumlah desa secara nasional vang tersebar dari sabang
Sempai meravke merupakan potensi tersendin sebagai sebuah negara,
Sdak terkecuali bagi Provinsi Lampung, Provinsi Lampung vang menjadi
Shasi penelian secara de ficto (ieoyrafis) merupakan salah satu provins
Sercirikan kepulauan. Sejuk pendirian pada 1964, wilavah Lampung vang
semula hanva melipub Daerah Tingkat [ Lampung Utara, Lampung Tengah,
Sampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung, kemudian
Serkembang menjadi 13 (Hga belas) kabupaten dengan dua wilavah kota
Sandar Lampung dan Kota Metro). Selain kedua kotamadya, seluruh daerah
Bbupaten mavoritas lerbagal atas daerah pedesaan/ pekon atau kampung,
Sanva sebagion kecil merupakan kelurahan, vaitu 2640 vang tersebar di 225
Eecamatan serta mempuvai pulau sebanvak 188, Meskipun demikian, tidak
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semua kabupaten/kota mempunvai wilavah laut atau kepulauan, sehingza
diperlukan pemetaan terlebib dahulu

Grafik 4.1 Jumlah Desa dan Keluraban Berdasarkan Peemendagn Nowor
Se/2015, Nowor 392005 dam Nomor 182013

83500
83000
82500
82000 |
#1500
31000 |
BOS00

Permendagri Mo 56 Permendagn Mo 35 Permendagni Mo 18
Tahun 2015 Tabun 2315 Tahun 2013

Pemetann desa di wilayah pesisir Lampung penting dilakukan sebaga
langkah awal berkaitan dengan proses harmoenisasi dan sinkronisasi hukum
rh;:n‘nu‘...!nili!Il]."l_llTIbfll'l:u_‘_:lln-'“'l desa vang akan dilakukan sefanjutnya Pemetaan
ini akan memotret aspek spasial daerah pesisic Lampung dan potensi yang
dimilikinva dan pada bagian selanjutnya akan terlihat apakah potens:
tersebut sudah direspon oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa

setempat dalam dokumen perencanaan pembangunan vang <udah ada
Provinsi lampung memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebhelah Ltara - Provinsi Sumabera Selatan Jdan Ht"nj_i'.kﬂrll
Sebelah Selatan Sefat Sunda

Sebetah Timuer Laut Jawa

Sehelah Barat | Samudera Indonesia

Provinsi [ampung dibagi dalam 13 (hma belas) kabupaten/ kota,

dengan perincian sebagaimana disajikan dalam tabel tpuh benibut ini,
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Tabel 4.1 Kabupafeny/Kola di Provinsi Lampaig

Mo, Mama Kabupaten/Koka Ibukota

1 Kabupaten Lampung Barat Liwwia

2 Kabupaten Tanggamus Kiola Agung

3 Kabupaten Lampung Selatan Kalianda

4 Kabupaten Lampung Timur Sukadana

3 Kabupaten Lampung lengah Gunung Sugih
o Kabupaten Lampung Litara katalmimi
-7 Eabupaten Way Kanan Blambangan Umpu
] Kabupaten Tulang Bawiang Menggala

§ kabupaten Pesawaran Cedong Tataan

10 kabupaten Pringzewu Primgsesu

Kabupaten Mesuji

Fabupaten Mesuji

 Fd Kabupaten Tulang Bawang Barat Panaragan Java
13 Kabupaten Pesisir Barat Erui
14 kota Bandar Lampung Fanjumy karang

& 5 Kola Metro et

Samber: Dwlab dan data BPS Lampung, Provinsi Lampang dalsoy Angha Tahuan 2017

Dari lima belas kabupaten/ kota tersebut, terdapat enam kabupaten
San satu kota vang memiliki wilavah pesisir sebagaimana dimaksud, vaitu:
= Kabupaten Lampung Selatan;
®  Kabupaten Lampuny Timur;
® Kabupaten Pesawaran;
® Kabupaten Tanggamus;
® Kabupaten Pesisir Baral;

Kabupaten Tulang Bawang; dan

® Kota Bandar Lampung.

Adapun terkail penelitian ini, pemetaan dan potensi kabupaten” vang,
aan dengan desa pesisir vang terdapat di Propmsi Lampung, tersebut
diuraikan berikut ini

Kabupaten Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang
t Momor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (kala ilu Provinst
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Lampung masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan). Adapun
batas-batas Kabupaten Lampung Selatan secara administratif sebagai

Bkl

Sebwelah Ltara

Sebelah Selatan
Sebelah Barat
Sebelah Tomaur

berbatasan  dengan  wilayah  Kabupaten  Lampung
Tengah dan Kabupaten Lampung Timur

berbatasan dengan Selat Sunda

berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran

berbatasan dengan Laot Jawa

Berdasarkan data Statistik Kabupaten Lampuny Sefatan Tahwun 2017,
Kabupaten Lampung Selatan secara administratif terbagi menjadi 17 {tujuh
belas) kecamatan, dengan luas, ibukotajumiah desa dan jumlah kelurahan
sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.2,

Tabel 4.2 Data Llnnt Kecamatan Jf Kabupaten Lampung Selatan

Luas umlah umlah

No  Keamatan A Ibukota e
I Matar P X iy Mlerak Batin 2h =

2 |ati Agung 16447 Marga Agung 21

3 Tanjung Bintang 12972 Jati Baru L&

4  Tanjung Sari 10332 Kertosari

5  Katibung 175.77 Tamung Ralu 12

6 Merbou 113.94 Merbau Mataram 15

Mo Laram

7 Way Sulan 4651 Karang Pucung B -

B Sidomulyvo 12253%  Sidonejo 1o c

¢ Candipuro W4 o4 Fitiwangi 14

10 Way Panji IHAS Sidoharjo 4

11 Kalianda 1614 Kalianda 25 4

12 Rajabhasa 100,39 Frisruidang 1ix

13 Palas I71.39 Barmgunan 21 -

14 Sragi H1.92 Kualy Sekampung 10

15 Penengaban 13298 Fasuruan 22

16 ketapong [ (.64 Bangun Kepo |7 -

17 Bakauheni 3713 Hifti 5

Sumber: Diolah dari dats BPS Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Selatan dalam Anghka

labsum X416
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Dari 17 (tujuh belas) kecamalan tersebul, kecamatan yang memiliki
wilayah pesisir berjumlah 7 (tujuh} kecamatan, dengan nama-nama dan
mumlah penduduk sebagaimana disajikan dalam 1a bel di bawah ini.

Tabel 4.3 Kecaratan dil Lanypurng Selatan g seoniiki wilayal pesisir

M. Kecamatan Jumlah Desa Kﬂ;:::l:l::m 1,'5";1;::‘:1‘

1 Kalbung 12 - B 935
2 Sidommlvo 1ao - 575492
3 Ealianda - 25 4 e
4  Rayabasa 16 - 217
5 ketapang 17 - 49523
6 Bakauheni 5 - 23454
7T Sragi 1 - 33195
Jumlah Desa di Pesisir 1411

Sember Dinlah dat data B Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Setatan dalam Angka
Talhun 06

Wilavah-wilavah vang memiliki pesisir di atas, terdapat potensi-
nsi vang telahdikembangkan, sebagaimana disajikan dalam tabel di
ah imi.

Tabel 4.4 Poterrsi Mastng-Masing Witayal Berdasarkan Aspek Kewerayuhan
Pestsir Lampaenyg Selatan

Mo Kecamatan Potens
1 Kahbung Pantai di desa Tarahan dan Rangai Tei Tunggal
2 Sidomulve  Tidak memiliki potensi terkait wilayah pesisie
3 Kalianda Pantai di desa Maga (1), Kalianda 1), YWay Urang (1%, Merak
Belantung (4), dan pemandian air panas di desa Buah Berak
(1)
4 Rajabasa Pantat di Dhesa Tugang, Pulay Sebes (K], Batu Balak (11 Way
Muli (3}, Banding (1), Canta (1)
5 Ketapang rantai di Desa Buguk (1), Tri Dharmayoega (1}, objek wisata

bersejarah di Desa Ketapang (1}
Bakauheni santai di Desa Totohane (1), kelawi (1), dan Bakauheni (1)
Srapi Belum ada data pariwisata dan potensi lainnva

Diclah dari Data BPS, Data Stati<tik Kecamatan di Lampung Selatan Tahon 3006
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2. Kabupaten Lampung Timur

secara administratif sebagai berikut:

Sebelah Litara

Sehelah Selatan
Sehelah Baral

Sebelah Timur

Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang

Lampung Tengah

Tabel 8.5 Date Unun Kecarnban i Kobupaten Lampuseg Tronor

berhatasan dengan Lampung Selatan
. _berbatasan  dengan Kota Metre dan  Kabupaten

berbatasan dengan Laot Jawa

Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1999, Adapun batas-batas Kabupaten Lampung Timur

berbatasan  dengan  wilayah Kabupaten  Lampung

Berdasarkan data Statistik Kabupaten Timur Tahun 2017, Kabupaten
Lampunig Timur secara administratif terbagi menjadi 24 {dua puluh empat)
kecamatan, dengan luas dan ibukota sebagaimana druraikan dalam tabel 4.5,

M Kecamatan [Ii{";f] Ihukota Fl;_;z:h
1 Moetro Kibang 7R Margotata 7
2 Batanghari 148,88 Banar Jovo 17
3 Sekampung 144,34 Sumber Gude 17
4  Marga Tiga 250,73 Tanjung Harapan i3
5 Sekampung Uidik LN Puaing Hahanoe 15
B abung 2T B3 Megara Batin 15
T Pasir Sakh 193,99 Wlulves Sari 11
8  Waway Karva 2107 Sumber Hejo b
%  Marga Sekampung 17732 Penizngarn R
10 Labuhan Maringgm Lu4,00 Labuban Maringgai - 11
11 Blataram Haru 74,56 Sataram Baro 5
12 Bandar Sribhawoni 185,71 Srilshawcau &
13 Melinbing 139,30 Wisnis 7
14  Cunung Pelindung FRA2 Megeri Agung 7
15 Wav Jepara 20,27 Braj Sakh 1k
16 HBrop Selebah 247,k Brag Harjosan 7
17 lLabuhan Katu 485,51 | aluhan Katw L
18 Sukadana 750,50 Sukadana il
19 Bumi Agung FALT Ernommudye v
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Tabel 4.5 Data Useeen Kecamiatan df Kalwpaten Lapuag Tonur (Lanputare)

No Kecamatan {Ii':::} Ibukota J‘:]n;;;h
X Batanghari Muban 150164 Sukaraia Nuban 13

21 Pekalongan 10013 Pekalomgan 12

2 Kaman Ulara 146137 Kota Raman 11

3  Purbolinggo 22203 Fomian Fapar 12

M Wav Bungur I7h,3R Tarnhah Subug i

t Diedah dan dafa B Lampung Timur, Kabupaten Lamipungs Timor dalam Angha
Takbum 200G

1 24 (duapuluh empat) kecamatan tersebut, kecamatan vang memiliki
vah pesisir berjumlah 2 (dua) kecamatan, dengan nama-nama dan
penduduk sebagaimana disajikan dalam tabel 4.6,

Tabel 4.6 Kecamatan 10 Kabupeiten Lampeosg Timeer Yaug Memiliki Wilayal

Pesisir
Mo Kecamatan [urmbah Do :'::.I:-.I;:.::iul.
Fasir Sakl 1 EXAE I
Labuhan Maringgai 11 71390
ah Desa di Pesizsir .2,

Diclah dan dala BPS Lampung Thinus, Kabupaten Luspung Timure daliins Angka
Takwwim 2071

vah-wilavah vang memiliki pesisir diatas, terdapal potensi-polensi
tefah dikembangkan, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Motens: Masing-Masieg Wilayah Berdasarkan Aspek Keunlapahan
Pesesie Lampuing Timar

Kecamalan Patensi

Pasir Sakt Meternakan: sap, kerbow, kambing, demba, baks
Belum ada data pariwisata dan potensi lainnya

Labuhan Mannggai  Meternakan: sapi. kerbau, kambing, domba, babi
Betam ada data pariwisata dan potensi Tannva

£ Dholabs dani Drata BU%, Data Skatistik Kecamatan i Tampong Timur Tahun 2006
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3. Kabupaten Pesawaran

Batas-batas Kabupaten Pesawaran secara administratif sehagai bertkul:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah

Sebelah Selatan - berbatasan  dengan  Teluk  Lampung  Kabupaten
Tanggamus

Sebelah Barat ¢ berbalasan dengan Kabupaten Tanggamus

Sebelah Timur . berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan
Kota Bandar Lampung

Berdasarkan data Statistik Kabupaten Pesawaran 2017, Pesawaran se-
cara administratif terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan, dengan luas dan
jumlah desa sebagammana diuraikan dalam tabel 4.8,

Tabel 4.8 Kondise Urnieon Kecaneaten di Kabupaten Pesttoaran

M Kecamatan :1[":];?} Jumlah Desa
I Punduh Pidacda 11319 11
2 Marga Munduh 110 il
3 fadang Cermin [27.34 11
4 Teluk Pandan T4 10
5 Way Ralim 112,95 I
& Kedondong h7 AN 12
7 Way Khilau fud, 11 i
B Wiy Lima Ep W3 Ity
9 Caedong Totean R 1=
1 Megeri Katon 152049 19
11 Teginencny 131,26 Ih

Gurmber: Diolal darl dats B Pesawaran, Kabupaten Pesawaran dalam Angka Tabun J¥6

Dari 11 {sebelas) kecamatan tersebut, kecamatan vang memiliki
wilayah pesisir berjumiah 1 {satu) kecamatan, dengan nama dan jumlah
F.t:mj uduk seba g;-1i_1'm11"|.-_‘|_ L“.S-['I'i!'kﬂ'l'l dalam Label 4.5
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Tabel 4.9 Kecamatun D Kabupaten Pesawaran g Menuliki Wilayalr Pesisir

Mo Kecamatan Jumlah Desa I‘tl'::::::k
1 Punduh Pidada 11 13 46l
2 Marga Punduh n 13,583
3 Padang Cermmn 11 A7 8ha
-4 Teluk Pandan 10 3,291
Sumilab Do dy Pesisir 42 81197

Sumber: Tholah dac data BI% Mesawaran, Kabupaten Pesawaran dalam Anggka Talun 2007
Wilavah-wilavah yang memilike pesisir diatas, terdapat potensi-
potensi vang telah dikembangkan, sebagaimana disajikan dalam tabel 4.10.

Tabel 410 Potensi Masing-Masing Wilayah Bendasarkan Aspek Kewdlayitun

Pr=isir Pesamoqran

No Kecamatan Potensi
1 Purduh Prdada, Potenst pariwisakl dan perikanan disamping
Marga ['unduh, potensi lainnva Potensi pertanian: padi. jagung.
Padang Cermin dan  kedelai, kacang Lanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi

Teluk Mandan }nlar

ber Dialah dael Data BPS, Data Statstik Kecamatan G Pesawaran Tahun 0046

Kabupalen Tanggamus

Batas-batas Kabupaten Tanggamus secara adnministratif  sebagai
uk:

fah Utara - berbatasan dengan Kabupaten lampung Barat dan
Kabupaten Lampung Tengah

Selatan - berbatasan denpgan Samudera Indonesia

h Barat - berbatasan dengan Kabupaten Lampung Baral

hTimur : berbatasan dengan Kabupaten Mrimgsewu

Berdasarkan data Statistik Kabupaten langgamus 27, Kabupaten
mus secara admandstratif terbagi menjadi 20 (dua pulub) kecamatan,
1 luas dan jumlah desa sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah:
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Tabel £.11 Date Unium Kecanatie di Kabupaten Targganiis

M K.ecamatan Luas [(Km') Tbukota Jumlah Desa
I Wonosobo 20,53 Tanjung Kurung 8
2 Semaika [ 7,50 Gukaraja n
3 Bandar Negeri Semucng 98,12 ang 11
4 Eata Agung Th93 kuripan 3
3 Pematang Sawa 1R5.24 Wav Nipah 14
6 Kota Agung Barat (i 30 Megara Batin |4
7  Kota Agung Timur - PR Kagungan 12
B Pulau Panggung 3721 Tekad 2
9 LUlu Belu 32308 Mgarip 16
1 Air Naningan 1286,3%  Air MNamngan 20
11  Talany Padang 45,13 Falang Padang 2
12 Sumberejd 3,77 Sumberepn 13
13 Cisling, 32.53 Euta Dalom d
14  Gunung Alip 15,068 Banjar Negen 12
15 [opgung z40 Rangau Tijang g
16 Bulok 51,0k Sukamara 10k
17 CukuhBalak 133,76 Putih Thah 0
18 Ketumbavan 12109 Mapal L
149  Limatl 40,51 Furipan 1l
M Kelumbavan Barat 5A 67 Sidirharyo 4]

Gumber: Diolah dart data BI'S Tanggamus Kabupaten Tanggamus dalam A npka Tahun 26

Dari M (dua puluh) kecamatan tereebut, kecamatan vang meniliki wilayah
pesisir diuraikan dalam tabel 4.12.

Tabel 412 Kecamatan wang Memilia Wiligalr Pesisir 131 Kahuepilen Tangaeitis

M Kecamatan jumiah Dhesa

1 Semnaka 22
2 Bandar Megeri Semuong 11
3 kota Agung, i3
| Pematang Sawa 14
5 Eota Aguny Barat L
L Kota Agung Timur 12
7 Cukuh Batak 20
B kelumbayan b

a I ima 11

Jumlah Tresa i Pesizr 127

Ginber Diolah dar data BPS Tanggames, Kabnpaten Tanggamis dalam Angka Tahun A6
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Wilayah-wilayvah vang memiliki pesisic diatas, terdapat pobensi-
potensi yang telah dikembangkan, sebagaimana disajikan dalam tabel 413,

Tabel 413 Potensi Masing-Musirg Wilayal Berdasarkan Aspek Kewelayafun
Pesisir Tanggunis

Perikanan 4
Kecamatan Laut I {:“h“m Al
Subdistrict L LE R o R i
Fisheries

3 * mMs s 2000 M5 0 20053 200
: (] (- RO . N ) SN - I | O

1 Wonosobo (7 i el a7l 677

4  Semaka

3 Bandar Megeri Semuang

4 Kota Agung 1358 1.hew 1255  1.3R9
-5 Pematang Sawa o332 EE L) 932 e
B Koka Agung Harat 411 410 41 410
7 Kota Agung Timur 228 2 228 230

8 Pulau pamgrung

8  Ulu Belu

W Air naningan

11 Talang padamyg

12 Sumberejo

13 Gisting

4 Gunung Alip

5 Pugung

16 Bulok

17 Cwkuh Balak SHL S84 5L G849

18 Kelumbayan 73 FEl 731 40

19 Limau a5 i LS oz

Kelumbayan Barat
Tangzamus FaM 5695 Zbld 5088

her THolah dan Dada BPS. Date Statistih Kecamatan i Tanggamus Tahun 2006

Kabupaten Pesisir Barat

Kabupaten Pesisir Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang
mor 22 Tahun 2012 Adapun batas-batas Kabupaten Lampung Timur
ra administratit sebagai bertkut:
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Sebelah Utara ¢ Provinsi Benghkulu dan Provinsi Sumatera Selatan
Sebelah Selatan @ Kabupaten Tanggamus dan Samudera Hindia

Sebelah Barat ¢ Samudera Hindia

Sebelah Timur Kabupaten Lampunyg Barat dan Kabupaten Tanggamus

Bordasarkan data Statistik Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017,
Kabupaten Pesisir Barat secara administratil terbag menjadi 11 (sebelas)
kecamatan, dengan luas dan ibukota sebagaimana divratkan dalam tabel
4.14.

Tabel 4.14 Kondiei Llmum Kecwmatan d Kﬂh_uprlh‘ll Pesisir Barat

Mas, Kecamatan Luas {Km‘} [bukota Jumlah Dhesa
L Lemmng, 45497 Lemomg 13
2 Pesisir Likard R4.27 Kuripan 12
3 Fulau Msang fdih  Pasar Pulau Pisang t
i Karya Pengeawa 211 Pengmawa ¥ Tengah 12
3 Way Krui 4192 Gunung Kemala HH
B Pesisir Tengh 1200 Pasar kel h
7 Forun Selatan RIS Way Napal L
B Pesisir Selatan 402,17 Biha I5
9 Mgambur 77T MNegeri Ratu 9
10 Bengkunal 500 Sukarame .
11 Bengkunal Belimbing w370 Euista Jawa 14

Samiber: diolah dard data BPS Pesisir Barat, Kabu palen Pesisir aral dalam Anygka Tahun 2016

Dari 11 (scbelas) kecamatan tersebut, kecamatan vang memiliki
wilavah pesisir berjumiah 11 {sebelas) kecamatan, dengan nama-nama dan
umlah penduduk sebagaimana disajikan dalam tabel 415,

Tabel 4.15 Kecamtin of Kabupaten Prsiso Baral g Menaaliks Wil Pesisie

MNo Keocamatan jumlah Desa  Jumiah Penduduk
1 Lerong i [0

2 Pesisir Litars 12 8244

3 Tulau Pisang h 1612

4 Karva Penggawa 12 15410

> Way krui [} 9,250
6 Pesisir Tengah f |35
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- Tabel 4.15 Kecanmatan di Kabupaten Pestsir Barat gy Memiliki Wiltawalt Pesisiv
rlawjndand

Mo Kecamatan Jumlah Desa  Jumlah Penduduk
7 Borui selatan i 9,093
B Pisisir Selatan I5 24375
8  MNgambur 9 20216
10 Bengkunat “ A4
1T Bengkunat Belimbying 4 274934

fumlah Desa di Mesisir 116

et diolab dael dala BPS Pesisar Baral Kabuopaten Pesis Baral dafam Angha Tahan 2006

Wilavah-wilavah vang memiliki pesisir diatas, terdapal potensi-
si vang telah dikembangkan, sebagaimana disajikan dalam tabel 416,

- Tabel 416 Potensi Mising-Masing Wilimgale Berdasirkon Aspek Keneiliyafum
Pecrsrr oy Pesisir Barat

Wisalavan Objek Wisata/Touristm Object ——

. Alamy | Tietaf Baharl/ | Budava/
Y ; P i
] Tdiriss Merfaread | Tirta Murtue Culture mahm

2} Y {4 (3 [f] 7
54 L 35 KR 4 4
1) L 33 - 2 5
fi3k 5 4 . 4 3
/| 2338 2 7 33 Iz 14

ber Dol dan Data BPS, Data Statstik Kecamanan < Tanggamuos Tahun 2006

Kabupaten Tulang Bawang

Kabupaten Tulang Bawangdibentuk dengan Undang-Undang Nomor
Bun 1997 dan memiliki batas-batas secara administratif sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Mesuj
ah Selatan ©  Kabupaten Lampung Tengah
®elah Barat Kabupaten Tulang Bawang Baral

Twmur - Laut Jawa

Berdasarkan data Statistik Kabupaten Tulang BawangTahun 2016,
mupaten Tulang Bawang secara administrabif terbagm menjadi 15 {lima
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belas) kecamatan, dengan luas dan ibukota sebagaimana diuraikan dalam
tabel di bawah:

Tabel 4.17 Kondisi Limwon Kecamatan di Kabupaten Tulang Baivarty

Mo Kecamatan Luas (Km} Ibukota Jumlah Desa
i Banjar Agung 230LE8 Bamar Agung 1
2 Barjar Margo 13295 Agung Dalem 12
3 Gedung Ap 114,47 Credung Al 1
4  Penawar Aji ~ 10445 Gedung Rejo Sakti 9
5 Meraksa Aji W7 Paduan Rajawali 8
b Menggala 34400 Ujung Gunung &)
7 Penawar Tami 21053 B atama i4
B Rawajitu Selatan 12394 Muedasari 9
9  Gedung Meneng 65707 Gedung Meneng 1
10 Rawajilu Ticmer 17645 Bumi Dipasena Java 8
11 Rawa Pitu ot T Batang Har 9
12 Gedung Aji Baru 9530 bidomukn 9
13 Dente Telados BH5.03 Teladas 12
14  Banjar Baru 132.95 Kahuripan Java 1
15 Menggala Timur 19353 Lebub [Talem It

Summber diolah dari data BI% Tulasy Bawang, Kabupaten Tulang Bawang dalam Angka Ta-
hum HA6

Dari 15 (lima belas) kecamatan tersebut, kecamatan vang memiliki
wilayah pesisir berjumiah 2 (dua) kecamatan, dengan nama-nama dan
jumlah desa sebagaimana disajikan dalam tabel 418,

Tabel 418 Kecamatun di Kabupaten Tulang Baivar g Memiliki Wilagale

Pesisir
Mo Kecamatan Jumlah Presa
1 Rawajitu Timur &
2 Dente Teladas 12
Jumilah Desa di Pesisic il

Sumber: dinlah dari data BPS Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang dalam Angha Ta-
o 2001
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Tabel 4.19 Potensi Masing-Masing Wilayatt Berdasarkan Aspek Keerlayaluan

Pesisir
Mo Kecamatan Potensi

1 Rawajito Timuor Hewan ternak: Sapi, kerbao din domba
Belum ada dada lain mengenai potensi wilavah
pesIEir

=  Dente Teladas Heswan lermak: Rapi, kerbaw dan domba
Belum ada data lain mengenai pofenss wilavah
presisir

CHolak dar Dhats BPS, Data Statistik Kecamatan i Tubang Bawang Tabon 24016

Berdasarkan pemetaan dan wratan di atas, dapat diketahul babwa
sapat 428 {empat ratus dua puluh delapan) desa di wilayvah pesisir
Bpung vang terscbar di enam kabupaten di Provinsi Lampung. Adapun
it potensi terdapat dua potensi yvang sudah jelas sangat erat dengan
arakat di desa pesisir vaitu potensi pariwisata dan petensi perikanan,
ing ada beberapa wilavah desa pesisir vang juga memiliki potens:
akan dan perkebunan, Eksistensi potensial dan besarnva jumlbah desa
& wilavah Provinsi Lampung tentu membutuhkan freatment tersendiri
= potensi vang ada dapat dimaksimalkan dengan baik dan memberikan
& positif pada pembangunan kabupaten vang memiliki wilayah pesisir
utan maupun Provinsi Lampung dalam konteks vang lebih luas,
B8 satu bentuk trentment tersebul adalah berkenaan dengan pavung
i perencanaan pembangunannya,

Berdasarkan wraian pada subbab scbelumnya, didapati bahwa
uran perencanaan pembangunan desa dalam peraturan perundang-
igan tersebar dan dapal dilihat kerangka normatifnya dalam beberapa
hokum vaitu: Rezim hukum desa dan pemenntaban  daerah;
Bukum penataan ruang/spasal; dan resiim hukum perencanaan
gunan. Adapun terkait sinkronisasi dan harmonisasinya dengan
gan pembangunan desa pesisir akan dinkuor dengan menggunakan
g mdikator vang terdapat dalam materi muatan peraturan perundang
- gan tersebul vang mengatbur hal-hal berikut mi:

L

pFengembangan wilayah;
 FEmbangunan sumber dayva manuosia (SDM); dan
. '

Msipasi masyarakat

- ]
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Penghajian harmonisasi dan sinkronisasi dengan menggunakan bga
indikator tersebut akan dilakukan secara vertikal dan horizontal dengan
tujuan untuk mengkaji kensistennya, melalui cara mengkaj apa kah muatan
desa pesisir dimuat dalam suatu peraturan dan digunakan secara konsisten
dalam peraturan pada rezim hukum vang lain. Pengkajian terhadap
inkohercnsinya, ditujukan untuk melihat apakah suatu materi muatan
vang dirumuskan dalam satu peraturan berhubungan dan bertalian dengan
permaknaan vang sama dengan peraturan yang kain, Demikian pula halnva
dengan inkorespondensinya, apakah materi muatan yang dirumuskan
dalam salu peraturan sesuar pemaknaannya untuk pencapaian tujuannya
dengan peraturan yang lain.*

4,2 HARMONISASI DAN SINKRONISASI VERTIKAL
PENGATURAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pengkajian  harmomisasi  ini ditvjukan melihat  secara vertikal
inkonsistensinya melalui cara mengkaji apakah dalam suatu materi muatan
vang dirumuskan pada suatu peraturan digunakan secara konsisten dalam
peraturan yang lain, Pengkajian terhadap  inkoherensinya. ditujukan
untuk melibat apakah suatu matert muatan yang dirumuoskan dalam satu
peraturan berhubungan dan bertalian dengan peraturan vang tain. Demikian
pula halnva dengan inkorespondensinya, apakah materi muatan yang
dirumuskan dalam sat peraturan sesuai pemaknaannva untuk pencapaian
lwjuannya dengan peraturan vang kam.

Berdasarkan bahan hukum vang telah diidentifikasi dan tersebar dalam
liga besar rewzim hukum vang sudah dikategorisasikan untuk memudiahkan
telaah dan analisis dalam penelitian ini, didapatkan gambaran sebagai
berikut: 1) Peraturan perundang-undangan dalam resim hukum desa dan
pemerintahan dacrab dapat diidentifikasi dengan baik karena ketersediaan
dan keteraksesan bahan hukum dapat dengan muodah diperoleh. 2} Peraturan
perundang-undangan  dalam  rezim hukum - penataan ruang/ spasial
termasuk pengelolaan wilayah pesisir dan pulav-pulan kecil juga dapat
difdentifikasi dengan baik karena ketersediaan dan keteraksesan bahan
hokum dapat dengan mudah diperoleh, kecuali untuk KTRW Kabupaten
Pesisir Barat dikarenakan masih dalam proses sinkronisas: oleh Pemprov

Lampung sehingga pilihannva masih menggunakan Peraturan Daerah
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Kabupaten Lampung Baral Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilavah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010-203) dikarenakan
Kabupaten Pesisir Baral adalah daerah otonomi bary hasil pemekaran dan
Kabupaten Lampung Barat, 3) Peraturan perundang-undangan dalam rezim
hukum perencanaan pembangunan juga dapat diidentifikasi dengan baik
karena keteraksesan bahan hukum dapat dengan mudah diperoleh, namun
2da beberapa peraturan daerah vang lidak dipereleh dikarenakan masih
Proses perbaikan substansi lampirannya berdasarkan hasil evalnasi dan
Femerintah Provinsi Lampung, sehingga vang dicantumkan pada tabel
‘#dalah materi muatan hasil evaluasi dari Pemerintab Provinsi Lampung
#tay disamakan dengan muatan dari dokumen RPIPE atau RPIMDnva.
mapa Perda tersebut adalah Perda Kabupaten Pesisir Barat tenlang
ana Pembangunan Jangka Manjang Daerah (RPIPD) Kabupaten Pesisir
at Tahon 2005-2025, Peraluran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor
S Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
bupaten Pesawaran Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten
ggamus Nomoer D Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
mang {RP)M Kabupaben Tangeamuos Tahun 2005 - 2025, Peraturan Daerah
Pupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 20153 tentang Rencana
angunan Jangka Fanjang Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
BE-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Bencana
mbangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMDY Kabupaten Lampung
Smur Tahun 2006 2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Somor (M Tahun 2013 tentang Hencana Pembangunan Jangka Menengah
erah (RPIMD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2H3 - 2018,

Perda-perda terkait perencanaan tersebut juga tdak diperoleh dan
@rganisasi perangkat dacrah terkait (Bappeda atau Bagian Hukum) selain
‘dikarenakan masih proses perbaikan berdasarkan evaluasi dari Pemerintah
ovinst Lampung, juga dikarenakan merupakan perda vang sifatnya baru
thagai penjabaran visi dan misi bupali terpilih sehingga tidak terdapat pada
ity pemda vang bersangkutan. Oleh karena itu langkah vang dapat
empuh adalab dengan menvandingkan substansinva pada salab satu
tara perda RPIID atau BEPIMID vang ada atau dengan mencantumkan
sl evaluasi dari Pemerintah Provins: Lampung vane dalam hal ini
tuk Keputusan Cabernur,
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a. Harmonisasi dan Sinkronisasi Materi Muatan Pengembangan Wilayah
Desa Pesisir

Harmonisasi dan sinkronisasi materi muatan pengembangan wilavah
desa pesisir dilakukan dengan terlebih dahulu menguraikan batang tubuh
peraturan perundang-undangan yang telah diidentifikasi berkenaan dengan
perencanaan pembangunan desa pesisir vang memuat aspek pengembangan
wilavah desa pesisir dengan indikator penggunaan kata pembangunan desa,
penwembangan wilayah, kawasan perdesaan dan sebagainyva, sehingga
terlihat substansi dari peraturan terkait yang akan menjadi objek dari
harmonisasi dan sinkronisasinya. Adapun muatan batang tubuh tersebut
disajikan pada tabel 420,

Tabel 4.20 Harmonisis daee Sinkronisast Vertikal Matert Muslaet Pengembarngan
Wit Desd Pesisir

Mo Bentuk Peraturan Muatan Pengembangan Wilayah

1 Rezim Hubum Desa

dan Permda

Undang-Lindang Nemor 6 Pasal 78 avat (1) Pembangunan Desa

Tahun 2014 tentang [Yesa bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hadup manusia
serta penanggulangan kemiskinan melalui
pementhan kebutuhan dasar, pombangunan
sarana dan prasarani Desa, pengembangan
putensd ekonomi lokal, serta pemanfiaatan
sumber dava alom dan bngkungan secara

bBerkelanjuian.
Lindang-Undang Nomor Lampiran pembagian urusan bidang
23 Tahun 20114 tentang Kelautan Dan Perikianan: Didaivse pesisin dan
Pemerintahan Daerah pulau-pulaw kecil
Peraturan Pemerintah MFamal 124 avat (2 Penetapan lokasi
feorreor 43 Tahun 2004 pembangunan kawason perdesaen
lenfang Peraturan dilaksanakan demgan mekanismiz
Pelaksanaan Undang- a.  Pemermtah Dhesa melakukan
Undang Soemor 6 Tahun irrvenlarisasi dan identifikasi mengsnai
2004 temtang Desa wilayah, petens ebosomi, mobilitas

penduduk, serla sarana dan prasarana
Diesa sebagion usulan penetapan Desa
sphagai lokasi pembangunan kawasan
purdesaan;
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Tabel 420 Harmomnisast dan Sinkronisast Verftkal Mifert Muatan Pengembangan
Wilsyall Desa Pesisiv {Lanjuban)

Mo Bentuk Peraturan Muatan Pengembangan Wilayah

Meraturan Menteri Dalam
Megeri Momar 114 Tahun
20114 tentang Pedoman
Pembanguman Disg

Peraturan Menteri [Dalam
Megern Momor 81 Tabwn
2015 tentang Evaluasi
Perkembanpgan Dese dan
Kolurakan

Peraturan Menberi Dalam
Megert Nomor 46 Tahun
Zln tentang Laporan
Fepala Dasa

b usuian penetapan Desa sebagai ekasi
pembangunan kawasan perdesaan
disampaikan oleh kepala Desa kepada
bupati/ walikota,

v bupabi Swalikoty melskukan kagan
atas usulan untuk disesuaikan dengan
rencana dan program pembangunan
kabupaten / kota; dan

d, berdasarkan hasil kajian atas wsuian,
bupati/ walikola menetapkan lokasi
pembangunan Kawasan perdesaan
dengan keputusan bupati/ walikota,

Pasal 43 avat (13 Pemerintah Desa dapint
mengusulkan prioritas program dan kegtatan
pembangunan Desa dan pembangunan
kawasan perdesaan kepada Pemerintah,
pemerinlab dagrah provies, don S abau
pemerintab daerah ksbupaten/ kota

Pasal 5 aval (2} Evaluast budang kewilavahan
desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud
Pasal & avat (2] huruf b melipub aspek:
identitas;

Iradas;

IMaryasi;

tamzgap dan siaga bencana; dan
pEngaturn mviestas

TR T

Pasal 3 aval (31 Program Kerja Melakzansan
Pembangunan sebagaimana dimaksud pada
avil (2} huruf © momuat uraian tentang
I"erencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja
Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu
pada Repcana Kerja Pemerintahan Desa dan
Fancangan Pembangunan

langka Menengah Desa sesuat dengan
kewenangan Desa,
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Tabel 4.20 Harmernisast dar Sinkronisast Vertikal Materi Mugian Pengembarngan
Wiliyall Desa Pesisir (Lanfutan)

Mo

Bentuk Peraturan

Muatan Pengembangan Wilayah

Persturan Mentern

[re=a, Transmigrasi, dan
Pembanpuinan [aerah
lertinggal Nomor 3
Tahun 2003 fenlang
Fendampingan Desa

Peraturan Daerah Propinsi
Lampung MNomor 2 Tahun
2016 tentang, Pemberdavaan
Masvarakat Diesa

Peraturan Daerah
Kabupaten Lampuang
Celatan MNomor 9 Tahun
2016 tentang Pedoman
Pembangunan Dhesa

Pasal 14

(1) Mendamping Teknis membaniu
Pemerintah Daerah dalam hal sinergitis
perencarsan Pembangunan Desa

{21 Pendamping Teknis mendamping
Pemerintah Daersh melabukan
knordinasi perencanaan pembangunan
dacrah vang terkant dengon Desa

i3] Melakubkan fasilitasi kerja sama Desa dan
pihak ketiga terkist pembangunian Chesia

FPasal 1¢

i1} Pemerintah doerah menvelenggarakan
program daerah vang masuk ke Desa

i2} Program sebagaimana dimaksad
pada avat (1) diinformasikan kepada
Pemerintah Desa untuk diintegrasikon ke
dalam pembangunan Desa

Paal & avat (3} huruf d. Pengembangan usaha

ehernomi prrocluklif serta ppﬁahmgllr‘an.

pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana ckonomi antara lain

1. pasar Dosa;

2 pembentukan dan pengembangan BLIM
Ehessin;

i pengnatan permodalan BUM Diesi;
4 pembibilan lanaman pangan;

3 penggilingan padi;

6 lumburg Desy

7. pembukaan lahan pertanian;

H. pengelolaan usaba hutan Desa;

i

kolam ikan dan pembenihan ikan;
10 kapal penangkap ikan;

1], vold storage {gudang pendingin);
12 tempat pelelangan ikin,
13 lambak garany,

14. kandang temak;

15, instalasi biogas:

16, mesin pakan temak;

17, sarana dan prasarana ekonomi lainnya
sesual kondisi Desa,
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Tabel 4.20 Harmomneaas: dane Sinkronisast Vertikal Matert Muatan Pengembangan
Wilayall Desa Pesisir (Lanjukink

- Mo Bentuk Meraturan Muatan Pengembangan Wilayah
Peraluran Daerah [Fasal 2
Kabupaten Lampung {11 Rehabilitasi pantai bertujuan untuk
Fimur Momoer 3 Tahun miengembalikan lungsi panla
202 tensbang Behabilitas webagrmimans mestinva dan menjamin
Pesisir, Pantai dan Laut kelestarian pesisir, pantai dan laut sesum
dalam Wilavah Kabupaten dengan fungsi dan peruntukannyva serta
Lampung Timar menjamin peningkalan pendapatan

miasyarakat

i2) Saszaran rehabilitasi pantai adalah
a. Mengendalikan kerusakan dan
memulihkan pesiair, pantai dan laut.
b, Mengendalikan pencemaran dan
pendangkaban panta Jdisekibar muars

SUOZAL

Mueringhatkan fungsi lindung

terhadap tanah, air, iklim tumbuahan

can satwi pesisir, pantas dan [aut,

d. Mempertahankan keanekaragaman
tumbithan, satwi, ckosistern, dan
keunikan alam

e Mepingkatkan pendapatan
masyarakat setempal.

f. Mengamankan tanah timbul sebagai
hak pemerintal,

g Memberikan arahan bags
orang dalam merencanakan
ifan melaksanakan program
pembangunan di wilayah pesisir,
pantai dan laul.

b Menighkatkan kesadaran dan
peran serta masvarakat dalam
melaksanakan rebabilitasi wilavah
pusisin, pantai dan laut di daerah.

i.  Memberikan ketenlraman dan
kenvamanan bag masvarakat
mererasi sekarang dan vang akan
datang.
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Tabel 4.20 Harmenisast dant Sinkeopizasi Vertikal Makeri Muatan Pergembangan
Wilayalh Dhesa Pesisir {Lanjutban)

Ma

Bentuk Peraturan

Muatan Pengembangan Wilayah

Id

Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung
Timur Momor 13 Tahun
2006 tenlang Pisdoman
]"n.-mlmn:.;un'an Deza

Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran
Momoer 4 Tahun 20715
tentang Perencanaan
Pembanzuman Desa

Rezim Hukum Penataan
Ruang / Spasial
Undang-Undang Nomur
26 Tahun XN7 tentang
Penalaan Kuang

Pasal 34

(1) Pemerintah desa dapat mengusulkan
priortas program dan kegatan
pembangunan desa dan pembangumnin
kawasan perdesaan kepada pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/ atau
pererintah daerah kabupaten,

21 Tim penyvusun RKP Desa menyusun
usulan prioritas program dan keglistan
sehagaimana dimaksud pada avat (1]

13 Usulan prioritas program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Jditwanghan dalam rancangan dattar
usulan BRI Desa.

(4} Rancangan daftar usulan RKP Desa
sebagaimana dimaisud pada ayat (3),
menjadi lampiran berita acara laporan
fiens penyvusun rancangan BET Cesa

Pasal 16

1) Kepala Desa bersama BPD melakokan
evaluast kinerja pelaksanaan
pembangunan desa penode sebelumnya.

121 Hasif evaluasi sebagaimana dimaksud
paslie aval (1) menjads bahan bagi
penyusunan rencana pembangunan Desa
untuek perinde berikutnya

Pasat 49

Hencana taka ruang kawasan perdesaan

vang merupakan bagun wilavah kabupaten

adalah bagrian rencana lata ruang wilavah

kabupaten,

Fasal 50

(17 Penataan ruang kawasan perdesaan
dalam 1 {=atu) wilavah kabupaten
dapat dilakukan pada tingkat wilavah
kecamatan atau beberapa wilayah desa
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Tabel 4.20 Harmonisasi dan Sinkronisgsi Vertikal Maters Muatan Pergembangan

Walayal Desa Pesastr (Lanjutan)

No

Bentuk Peraturan

Muatan Pengembangan Wilavah

Lindang-Lndang MNomor

27 Tabhwan 2007 teiitang
Pengelolaan Wilayvah Pesisir
dan Pulau-Malag Kecll

Peraturan Pemerintah
Momar 26 Tahun 2008
tentang Bencana Tala
Buang Wilayvah Masional

(3

atau nama lain viang disamakan dengan
desa vang merupakan bentuk detail dari
penataan tuang wilavah kabupaten
Rencana tata ruang kawasan perdesaan
vang mencakup 2 (duad atau lebih
wilayah kabupaten merupakan

abal koondinass dalam pelaksansan
pembangunan vang bersifat lintas
wilavah.

Rencana tata ruang sebagaimang
dimaksud pada avat {2) berist strukbur
ruang dan pola ruang vang bersifal lintas
wilivah administralaf

Pazal &) aval (1} Dalam Pengelolaan Wilavah
Pesisir dan Pulau-Tulaw Kecil, Masyarakat
mempunyai hak untuk: o melaku kan
kegatan pengelolaan Sumber Dava lesisir
dan Fulan-Pulau Kecil berdasarkan hukum
adot vang berlaku dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan;

Strategi unluk peninghalan akses pelayanan
perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi

wilavah melipuli

.

b,

meniaga keterkaitan antarkawasan
perkolaan, antara kawasan perkolaan
dan kawasan perdesaan, serta antara
kawasan perkolaan dan wilavah
sekitarnya:

metpgembangkan pusat pertumbaban
baru di kawasan vang belum lertavani
aleh pusat pertumbaban;
mengendalikan perkembangan kola-kota
prantai; don

mendorong kawasan perkolaan dan
pusgat pertumbuhan agar lebib kompetitic
dan lebih efektif dalam pengembangan
wilaviah di sekitarnva.
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Tabel 4.20 Harmonisist dan Siekrontsase Verfikel Maters Muatan Pengentbagan
Wilayah Desa Pesizie (Lanjubar

Mo Bentuk Peraturan

Muatan Pengembangan Wilayah

Peraturan Daerah Trovins
Lampung Momor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Tata
Rirang Wilavah {RTRW)
Frowinst Lampung Tahun
2009 sampai dengan Tahun
{2k

Bamal 43

ih

Jaringan pipa minvak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
bt a ditetapkan dengan kriteria:

a adanya fasilitas produks: minyak dan
gas bumi, Fasilitas pengolahan dan/
atau penvimpanan, dan konsamen
vang ferintegrasi dengan fasilitas
serselanl, dan

b, berfungsi sebaggal pendukung sistem
presokan energi nasional.

Pembargkil teraga listrik sebagaimana

dimaksud dalam Masal 38 hurof b

ditetapkan dengan kriteria:

a.  mendukung ketersediaan pasokan
tenaga listrik untuk kepentingan
urmum Jdi kawasan perkolaan,
perdesaan hinggo kawasan terisolasi:

b mendukung pengembangan kawasan
perdesaan, pulaupuliu kel dan
kawasan terisolasi;

Fasal

Linduk mencapal lujuan penalisn ruang
wilavah Provinst sebagaimana dimaksud
dlalarm Pasal 2 dilaksanakan dengan slrategi
dan kebijakan vang melipute: meningkatkan
aksesibilitas dan pemerataan pelayanan
snsial ekononu dan budaya keseluruh
wilayah provinsi, melahii,

L

I-d

percepatan peningkatan intrastraktur
vang membiika keterisoliran wilavah
perdesaan, terotamia perdesaan-
perdesaan vang memiliki potensi
unggulan provinei

peningkatan aksesibilitas antara Desa
Pusat Pertumbuhan dengan wilavah
perkotaan untuk meningkalkan kapasitas
pemasaran produksi hasil pertanian,
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Tabel 4.20 Hurmonisast daw Sinkronisast Vertikal Matert Meatan Pergeadanygan
Wilayah Desa Pesazrr (Lanjutan)

Mo

Bentuk Peraturan

Muatan Pengembangan Wilayah

Memelihars dan mewujudkan keleslarian
lingkungan hidup, serta mengurang restko
bencani alam, melaluizpernanfaatan bukit.
bukit vang ada di perkotaan; perdesaan
sebagai ruang publik untuk perfidungan/
pelarian dari bahava tsunams dan banjir;
mengoptimalkan pemanfaatan ruang
kawasan budidayva sesua dengan dayva
dukung dan dava tampung lingkungn,
melalui:

LE*)

prngoptimalan pemanfaatan kawasan
budidaya pesisic dfan pulau-pulau kecil
untuk meningkatkan dava sang dan
perekonomian masyarakal,
pengembangan keterkaitan

perkotaan dengan perdesaan melalui
pengembangan Desa~desa pusat
pertumbuhan (DPY) dan Konsep
Progembangan Agropolifan vang akan
bertungsi sebagai pusat pemasaran
produk pertanian, pusat pengembangan
teknalogt dan informasi di bidang

perlanian.

Fasal 37

T

Peninghatan fungs pelabuban pelabuhan

laul sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat [3) meliputs pelabuhan

internasional, pelabuhan nasional,

pelabuban regional, don pelabuhan lokal,

Rencara peninghatan fungsi pelabuban-

pelabuhan laut, melalu:

a. penetapan pelabuban utama di
pelibulian Fargang ving seloma ing
berfungs sebagai pelabuhan ba rAng
untuk kegiatan ckspor impor;

b penetapan pelabuhan Pengumpul di
pelabuhan Kota Agung:
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Tabel 4.20 Hormonicasi dan Sinkromisas: Vertokal Mateei Muatan Pengembangan
Wilayah Desa Pesisir {Lanfular

Moo Bentuk Peraturan

Muatan Pengembangan Wilayah

ol

penetapan pefabuhan Pengumpran

di pelabuhan Mesuji, Balu Balai,
Telukbetung, Ketapang, Legundi.
Sobesi, Knala Perel, Labuhan
Maringgal, Way Sekampuryg, Tabuan,
leladas, Menggala, Benglunal dan
Keinmbayan, Krui, Kalianda, Way
Seputih dan Sungn Buring
pengeimbangan beberapa

pelabuhan khusus di beberapi btk
l_'u_'|:1;'._'||_'rr=|f:-¢|r'|.|.;.’|n i pesisir pantai
baratl, pesizir panta: imuor dan pesisie
pantsr selagain,

Tnsal 53

(1) Sistem pengolahan limbah cair bertujuan
mungolah limbah cair agar aman untuk
dibuang ke badan air penerimas dan
dupal memperbaiki kualitas hidup

dan fimghkungan vang sesuai dengam
pertumbulan dan pengembangan
PrAsArand maupun sarana kot

{2) Sistemn pongelolaan limbah cair
sebagamana dimaksod pada avat (1)
disesuai dengan kondisi walavah yvang
dilakukan secara terintegrasi dengan
sistemn kota, efekuif, efisien, afferdabile,
kebwerlanjulan (sostainaile). dan kemitraan
yharfrerslg).

Penvedisan perangkal keras pengelolaan
limbah cair Instalasi Pengolahan Limbah
(1AL dan Instalasi Pengolahan Lumpur
Tinja {IPLT} sesuai dengan kebuluhan
pada kawasian permuhkiman, kawasan
industri dan kawasan pesisir

13

Hasal 71

(1} Kawasan peruniukan perikanan
sehagaimana dimaksud dafim Pasal 65 avat
(1} hurewf d mencakup Lel" dan luas
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Tabel 4.20 Harmonisast dare Sinkronisasi Verhkal Maters Muatan Pergenilangan
Wilayah Desa Pesasir (Larjutan)

Mo Bentuk Peraturan

Muatan Pengembangan Wilavah

Peraturan [}aerah
Kabupalen Lampung
Tirmur Momor (4 Tahun
2012 tentang Kencana Taja
Ruang Wilavah Kabupaten
Lampung Timur Tahun
W11 - XM

Wilavah Provinst Lampung don terbagn
dalam liga wilavah, vailu: sepanjang I'.;t"ﬁiﬁil.'
pantai imur di Laut fawa, Selat Sunda di
Teluk Lampung dan Teluk Semangko, dan
sepanang pesisic pantai barat,

i41 perikanan budidaya air payvau

sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurat

b dikemba ngkan di pesisir pantai Timur

dengan memperhatikan kelestarian hutan

rnangroove uniuk menags ekosistem pesisic
dan kelautan,

Vasal 74

(5 Wisata bahar dikembangkan di

sepanjang pesisir Lampung, khosoesnyva i

sepanjung pesisir Barat Sumatera.
HPasat 4()
i} Pengembangon kawasan peruntukan
lainnya sebagaimana dimaksud datam
Pasal 32 huruf b meliputs
a. kawasan perfahanan dan keamanan;
dan

b, kawasan budidaya perairan i
wilayah pesisir dan pulau-pulaw
kecil,
(2] Pengembangan kawasan budidaya
perairan di wilavah pesisir dan pulau-
pulau kevil sebagaimana dimaksud pada
aval (1) hurul b erupa pengentbangan
kegialan parnwisala, perikanan, dan
perkampungan nelavan melipub
a.  witavah pesisir terdapat di
Fecamatan Labuhan Maringgeai dan
Kecamatan Pasir Sakti; dan

b pulaw-pulad kecil metipul
I. Pulau Segama Besar;

2. Pulou Segima Kedil:

30 Pulau Gosong Sekopong:
o Pubou Batang Besar; dan
o

Mulau Balang Kecil.
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Tabel 4.20 Hirmonisasi dan Sinkronisasi Verdikal Matert Miatan Pengembarigan
Wilmpeh Desa Pesisir (Larputar)

Mo Bentuk Peraturan

Muatan Pengembangan Wilayah

Pasal 73

i1} Perwupedan kawasan peruntukan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam
*asal Ak avat [3] huraf b melipati:

.

b

perwujudan kawasas pertahanan dan
keamanan; dan

kawasan budidave perarran di
wilayah pesisir dan pulau-pulau
kel

(21 Perwujudan kawasan budidaya perairan
di wilavah pesisir dan pulau-pulau
kecil sebaganmana dimaksud pada
ayal {11 hurut b berups pengembangan
kegiatan pariwrsaty, perikanan, dan
perkampungan nelavan melipubs:

d.

pemaniaatan potensi lout beserta
kandungan vang ada di dalamnva i
kawasan pulau-pulau kecil:
pemantfaatan polensi minvak bumi
dan gas;

pemantaatan hasil minyak bumi dan
gas vang sesuai dengan vndang-
undang tentang perimbangan
kumu'l.r_‘;.jll anlar |:'lLt.li:'|l dan
pemerintahan daerah;

pemanfaatan potensi kelawtan beropa
perikanan tangkap,

perlindungan ekesistemn di pulau-
pulau kecil;

penetapan putays Segama Besar dam
pruliau Segama Kecil sebagai kawazan
konservasi perlindungan penvo sisik;
penctapan kawasan sekitar puliau-
pulau kecil selagai kawasan
konservasi terumbu karang dan
pemantaatan peiensi keindahan alam
eplragson olwek wisata,
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- Tabel 4.20 Harmowisast dan Sinksnmisasi Vertika! Maters Muitan Pergenibangan
Wilapal Diesa Pesisir (Lanfuitasn)

Bentuk Peraturan

Muatan Pengembangan Wilayah

Ieraturan Daerah
Ealwpaten Pesawaran
Momor 4 Tahun X112
tentang Kencana Tats
Ruang Wilavah Kabupaten

Pesawaran Tahun 20112031

Pasal 31
i) Kawasan rawan bencana tsunami
sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a, meliput:
A kiawasan pesisir Kecamatan Tunduh
Pedada dengan luas kurang lebih
3000 {tiga ribu) hekiar; dan
b kawasan pesisic Kecamatan wdang
Cermin dengan luas kurang lebih
2500 {dua ribu lima ratus) hektar

FFasal 3

(4} Kiwasan peruntukan peritkanan budida ya
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf
b berupa rencana pengembangan tambak
baik fambak udang maupun tambak ikan
bandeng vang diarahkan di sepanjang pesisir
pantai i Kecamatan Madang Cermin dan
Punduh Pedada dengan menggunakan
persvaratan AMDAL vang ketal,

Pazal 70

121 Perwupudan pengelolaan kawasan rasan

bencana lsunami sebagaimana dimaksud

pada avat (1) huraf 4 melipusi;

& pemasangan afarm dan komunikasi
tanda bahaya di seluruh wilayah pesisir
di Kecamalan Punduh Pedada dan
Kecamatan Padang Cermin;

b pembangunan dan penguatan sistem
kemuinikasi ke daerab di wilavah pesisir
Kabupaten;

C. penetapan jalur don ruang untuk
evakuasi dan penyelamatan dari halhava
bencana alam;

o jalor evakeast bencana mengikuli pula
jaringan jalan vang diberi rambu uniuk
arah evakuasi;
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Tabel 4.20 Harmonizast dan Siknmisasi Vertikal Materi Muatan Penigembarigan

Wiliayeh Desa Pesisir (Lamyuban)

Bentuk Peraturan

Muatan Pengembangan Wilayah

Peraturan Dacrah
Kabupaten 'lulang Bawang
MNomer 415 Tabhun 2003
fenlang Kencana Tats
Fuang Wilayah Kabupaten
Tulang Bawany 2011 - 20132

Peraturan Dacrah
kabupaten Tanggamus
Momor 16 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah
Kalipaten Tangeams
Tahun 2007 1-2021

e pengendalian pemanfaatan ruang
kawasan rawan bencana alam dengan
mencermali konsistens: kesesualan
anlara pemanfaatan ruang dengan
rencana tala ruang yang ada; dan

{ pembangunan pemecah gelombang

Pasal 41

Pengembangan kawasan peraniukan pesisr
sebapatmana dimaksud dalam 'asal 33 hurut
h meliputi Kecamalan Fawajitu Timur dan
Kevamatan Denle Teladas.

I*asal 78

Perwujuedan kawasan peruntukan pesisir

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hurot

b mnelipuli

a.  penetapan kewasan pesisir;

b, pengembangan sarana dan prasana
pendukuny kawasan pesisir;

e peoetapan fungs kawasan pesisin;

d.  pengembangan pengolahan hawasan
PUsISIE,

¢, perluasan jaringan kawasan pesisie; dan

b pengembangan kawasan pesigir.

frasal 32 {2) Kawasan peruntukan wisata
alam sebaginmana dimaksud padaayal
{1 hurul a meliputs ;o wisat alam panta
di Kecamatan Kota Agung, Kola Agung
Timur, Kela Agung Barat, Cukuh Balak,
Kelumbayan, Limau dan Pematang Sawa
Pasal 34 i4) Kawasan pesisir sebagaimana
dimaksud pada aval (1) burut ¢ meliputi
kawasan jalur pelavaran, kawasan pantai
berhutan bakau & Kecamatan Fematang
Cawa, Wonosobo dan Semaka dengan
rencana pemanfaatan fahan diatur
berdasarkan prinsip-prinsip, meliputi:
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Tabel 4.20 Harmtonisasi dan Sistkrortisasi Vertikal Maferi Muatan Pemrgembarngin
Wilayah Desa Praisie (Lo k)

No Bentuk Peraturan

Muatan Pengembangan Wilayah

Peraturian [aerah
Kabupaten Lampung

Pagat Nomor 1 Tahun

2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilavah Kalupaten
Lampung Barat Tahun X100
- X130

a kawasan d sepanjang jalan arteri
primier diarahkan uniuk pengembangan
industry dan pergudangan serta kegialan
pelavanan umiem perkotaan;

b kawasan di sepanjang jalan kofektor
primer dan lokal primer diarabkan
bagi kegiatan pelayanan umum dan
permukiman kepadatan rendah;

£ kawasan di sepanjang jalan lingkungan
akan dimanfaatkan dengan dominasi
bagi kegsiatan permukiman kepadatan
sedang dan tinggi;

d. kawasan di sepanjang pantar akan
dimanfaatkan dengan dominasi bag
keglatian perikanan; dan

v, kawasan depgan petensi wisata,

Fasal 27

(3 Pengembangan teknologt informas:
untuk menunjang kegiatan pelavanan sosial
dan ckonomi wilavah seperti kegiatan
pemerintahan, parwisata, indosiri,
agropolitan, minapolitan, kawasan peswsir,
pelavaran dan kawasan wisata

Fiasal 30

{7) Pengamanan abrasi pantai vaitu o1
Pessir Pantai Kecamatan Bengkunat,

Mgambur, Benghonat Belimbing. Pesisir

Selatan, Pesisir Tengah, Way Krai, Kruj

Selalan, Karva Penggawa, Pesisir Litara dan

Lemonyg.

Pasal 38

(1) Kawasan petlindungan setempad

sebagaimana dimaksud pada Masal 3 harut

o, meliputi:

& Sempadan pantal di Kecamatan
Bengkunal Belimbing, Rengkunat,
Mgambur Pesisit Selatan, Pesisir Tengah,
karva Pengrawa, Pesisir Utara dan
Kecamatan Lemong;
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Tabel 4.20 Harmornisas daee Stnkeonisasi Vertikal Materr Muzlzee Pengembungn
Wiliual Diesa Pesigir (Lanfatan)

Mo Bentuk Peraturan Muatan Pengembangan Wilayah

Pasal 44

(1) Remwana pengembangan kawasan hutan
produks: sebagaimana dimaksud pada

Pasal 43 hurul a, meliputi kawasan hutan
produksi terbatas dengan luas £ 33358 Ha
vang tersebar di Kecamatan Kecamatan
Bengkunat, Ngambur, Bengkonat Belimbing,
Pesisir Selatan, Pesisir Tengah, Way ko,
Krui Selatan, Karva Penggawa, Pesisir Utara
dan Lemong

FPaszal 45

Rerwana pengembangan kawasan perikanan

sohagaimana dimaksud pada Pasal 45 hurof

[, difakukan di seluroh wilavah kabupaten

vang memmiliks potensi dan sesuai unetu k

pengembangan perikanan, mefiputi -

a Pertkanan tanghkap dikembangkan di
wilayah pesisir dan laut Kecamatan
Benghkunal, Mpambie, Benghunatl
Belimbing, Pesisir Setatan, [fesisir
Tengah, Way Kru, Krui Selatan, Karva
Fr_-n:.::_n__.a-.-ca; Pesisir LUtara dan Lemong:

b. Perikapan budidava vang fecdict dan
budidaya laul, budidaya air pavau dan
budidava air tawar, dikembaongksn di
selurih wilavah kecamatan.

c.  Pengelahan [kan merupakan kegiatan
idustn pengolaban ikan vang dapat
dikembangkan disepamang kawasan
pesisir terutama di kecamatan Lemong,
Pesisir Tengah, Way Kmi, Kri Selatan,
dan Bengkuniat Belimbing,

Pasal 51

Rencana pergembangan kawasan panwisata
sebagaimana dimaksud pada Masal 43 haruf
1, nwnrpl_'[h:t'ikﬂl'l kawasan doan jenis wisala
vang dikembangkan terdiri dari -
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Tabel 4.20 Harmonisas: dare Sinkronisast Verbikal Materi Maatan Pergembangan
Wilryalt Dese Pesisir (Lamjuba)

No Bentuk Peraturan Muatan Pengembangan Wilayah

4. Kawasan Wisata Budavas i Kecamatan
Balik Bukit, Belilau, Balu Brak, Kebun
Tebu, Pesisir Utara dan Lemong dan
pengembangan wisata budava lainnya di
seluruh wilavah Kabupaten,

b, Kawasan Wisata Alam berupa wisala
olahraga selancar di Kecamatan Mesisar
Sielatan, vkow sata di kawasan THBRS,
KWT Seminung Lumbek Resort di
kecamotan Lumbok Seminung dan
diving di Bengkunat Belimbing, Lemong
don Pulau Pisang (Pesisie Ulara) dan
pengembangan wisata alam lamnnva d
seluruh wilayah Kabapaten

r.  Kawasan Wisala Buatan meliputi kebun
Eava Liwa, Taman Burw of Benghunal
Belimbing dan pengembangan wisata
buatan Tamnva di selurob wilavah

Kabupaten
Peraturan Dacrah fasal 13
Kalwipaten Lanmpung i Pengembangan prasarana jalan
Selatan Momor 15 Tahun sebagaimana yang dimaksud paca avat (7},

2012 tentang Rencana Tata untuk mendukung rencana pengembangan
Ruang Wilavah Kabupaten  jalan arteri sebagaimana rencana avat (8)
Lampung Selatan Tahun hurof s, mendukung sekior pariwisata, dan
20011 - X1 menunjang Permbanguman Kok
Raru adalah:
a.  pembangunan lalan Lingkar Pesisir
Kalianda - Bakauheni {coashal road),
meliputi :
I rencana peningkatan dan
pengembangan jalan provinst ruas
Kabanda - Kunjir- Gavam;
2 rencana peningkatan dan
penpembangan jalan kabupaten
ruas Way Baka - | otoharjo; b
pengembangan dan peninghatan
ruas-ruas jalan kabupaten untuk
akges dard dan menuu wilayah
pengembanigan Kota Barw
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Tabel 4.20 Harnonizasi dan Strekronisast Verbikal Mater: Muaten Peagembangan
Wil Desd Pesisiv (Larfufan)

Mo Bentuk Peraturan Muatan Pengembangan Wilayah

Pasal 40

(3} Kawasan budidava perairan di wilavah

pesisie dan pulau-pulan kecil sebagaimana

dimaksud pada aval (1) buril J berupa

pengembangan kegiatan panwisala,

perikanan, dan perkampungan nelavan

meligrli

a. wilayvah pesisir terdapat di Kecamatan
Katibung, Kecamatan Kalfianda,
Kecamatan Rajabasa dan Kecamalan
Ketapang; dan

b pulau-pulac keal meliput Pualas Sebesi,
Milau Selniku, Pulau Condong Barat,
IMulau Condong Timur, Pulau Krakatau,
Ml ':_d_'rl;'|_|||.r_;‘. Pudan Anak Krakatau,
dan PMulau Krakatau Barat.

Pagal H2

(i} Perwujudan kiwasan budidaya perairan

di wilavah pesisir dan pulau-pulan kecil

sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurot d

berupa pengembangan kegiatan pariwisata,

perikanan, dan perkampungan neliayan
mcliputi:

a  pengembangan wilavah pesisir terdapat
de Bevamatan Katibung, Kecamalan
Kalianda, Kecamatan Bajabasa Jdan
Eecamaton Betapang: dan

b, pengembangan pulau-pulae kecil
metiputi Pulau Selbess, Pulau Sebuku,
Pulau Condong Barat, Pulau Condong
Timur, Pulau Krakatou, Mulao Serlung,
Mualau Anak Krakataw, Dan Pulaw
krakatau Barat

Peraturan [Masrab Masal 9
Kabupaten Lampung Kebijakan pengemhangan sistem pusat-puasat
Selatan Nomor 8 Tahun pelayanan dan pertumbuhan sebagai berikut:
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Tabel 4.20 Harmonizas: dane Sinkrontses Vertikal Mater: Meatan Pengeselimgan
Wilmygah Dresa Pesisir (Laniitan)

Mo

Bentuk Peraturan

M uatan F-_-rqjeml:um?n Wilavah

2144 tentang Kencana
Lonast Wilavah Pesisie
diam Mulau-Pulau Kecii
Kabupaten Lampung,
Selatan Taboan 2003-2033

a. pemaniapan struktur atau hiraeki sistem
pusat-pusal pelavanan;

b. pengembangan pusat-pusat
pertumibnihan di wilivab pesisir; dan

£ pengintegrasian fungsi setiap pusat-pusat
pertumbuhan dafam sistem pusit-pusat
pelavanan kabupaten.

Pasal 10

Strategt pengembangan siskem pusat-pusast

pefavanan dan pertumbuhan sebagai berikut:

3, oplimalizasi lungsi pada pusal-pissal
pelavaran JF wiliavah pesisir;

k. pengembangan fungsi pada pusat-puasat
pertumbuhan di wilavah pesisir;

< pemberian insentif Bag pengembangan
fungst pusat-pusat pertumbuhan; dan

d. pengembangan siste prasarana
wilivah pusat-pusat pelayanan dan
pertumbuhan,

I"asal 55

{1t Arahan pengembangan zona pertanian
dilakukan terhadap lahan pertanian wilavah
pusisir di Kecamatan Katibung, Sidomulyao,
kaliamda, Rajabasa, Bakauberns, Ketapang
dan Srag.

Vazal™

i1y Arahan pengembangan rona perikanan

hediclava dilabukan dengan cor sebagai

beorikut :

a. mengembangkan perikanan bududaya
air payau di Kecamatan Sragi. Ketapang,
Bakaubeni, Kaliarda, dan Sadomulye;

b, mengembangkan perikanan budidayva
aif tawar di Kecamatan Kabbung,
Sidomulyao, Kalianda, Rajabasa,
Bakauheni, I";.l..'1-5rl-|.'li11'lj.’| dan Sragi;
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Tabel 4,20 Harmomisas: dine Sinkronisast Vertikal Matert Mudatan Pengembangan
Wilmpal Diesar Pesaser (Langietan

Mo

Bentuk Periturin

Herim Hukom Perencanaan
Pembangunan

Undang-Undang Hepublik
Indonesia SNomaor 17 Tabun
HEIF tentang Kencana
Perpbangunan [anzka
Fanjang Masional Tahwn

205 - 2025

Muatan Pengembangan Wilayah

¢ memgembangkan budidaya perikanan
air laut di Kecamatan Fetapang, Sragi.,
Bakaulwrnit, Bajabasa, dan Kalianda; dan

d. mengembangkan hatchery di Kecamatan
Sidomulvo, Kalianda. Kajabasa, dan
Ketapang,

lerwujudnvis Indonesia sebagai negara

kepulavan vang mandin, maj, kuat, Jdan

berbasickan kepentingan nasional ditandai
obeh hal-hal berikut:

L lerbangunnya janingan sarana dan

prasarana sebagai perekat semua pulau

dan kepufavan Indonesia

Meningkal dan menguatnva sumber

dava manusia di bidang kelautan vang

di{luhung oleh pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi,

1. Menetapkan wilavah Megara Kesatuan
Republik Indonesia, aset-asel, dan hal-had
vang terkait dalam kerangka pertahanas
QTCLHTH

4. Membangun ekonomi kelootan secara
erpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaaton sumber kekayaan Laot
secara berkelanjulan.

5. Mengurangi dampak bencana pesisir &
pencemaran laul,

[ =]

hewujudkan indonesia menjadi negars
kepulauan yang Mandiri, maju, kuat
dan berbasiskan kepentingan nasional:
Menmingkatkan kesejahleraan ketuarga
miskin di kawasan pesisir dilakukan
dengan maergembanghkian keglatan
ikonomi produktif skala kecl] ving masssss
memberikan lapangan kerja lebih luss
kepada keluarga miskin,
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Tabel 4.20 Harmromizest den Siakvomesast Verlibod Maberr Muakin FEHEJ’J.IH:'HFQ.}'H?.'
Wiyl Des Pesisie (Langnlan)

Mo

Bentuk Peraturan

Muatan Pengembangan Wilayah

Peraturan Presiden
Republik Indonesia Momor
2 Tahur 2015 tentang
Rencana embangunan
fargkas Menengah Masional
Tahun 20715 - 20149

Pengembangan Ekonomi Maritim dan
Kelauton:

Liintaik " Mewujudkan Indonesia menjadi
negara kepulawan vang mamdin, maju. kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional”,
aear dopal membangun Indoresia sebagai
regara maritim maka sesuai amanat RPN
2UE5-2013 perlu dicerminkan pada- (1)
lerbangunnya jaringan sarana dan prazarana
sebagal perekat semua pulau dan kepulauan
Indonesia, {21 Meningkal dan menguatnya
sumber dava manusia di budang kelautan
vang didukung oleh pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknoelogs; (3) Menetapkan
wilavah Megara Kesatuan Eepublik
Indonesia (MEEL, asct-aset dan hal-bal
varig berkait dalam kerangka pertahanan
negara; {4) Membangun ekonomi kelautan
secard lerpadu dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber kekavaan laut secara
Berkelanjptan, dan {5) Mengurangi dampak
bencana pesisir dan pencemaran laut,
Pembonguoan kelautan dalam KPIMMN 2015
2i14 dilaksanakan dengan mengedepankan
peran ekonomi kelastan dan sinergitas
pembangunan kelautan nasional dengan

SASETAT

I. Termanfaatkanmya sumber dava
kelautan untuk ]mnmlmlmumlfekmmnﬁ
dan kesejahteraan netavan dan
masviarakat pesisie vang difokuskan
pada: [i} Pengembangan wisata bahan
lans pulav=-pulau kecil, lermasuk
promaosi, investas: di lokus andalan; {ii)
Perngkatan kesejahberaan masyarakal
di 31 pulau-pulau kecil terluar, termasuk
penyvediaan sarana dan prasarana serta
fasilitas lavanan dasar, {iii] Peningkatan
kemmanan [ehsistersa] di 61 pulag
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Tabel 4,20 Harsonisasi dan Sinkrontsast Vertikal Materi Mustan Pengembangan
Wilayalr Desn Pesisie (Larjuban

Mo Bentuk Peraturan Muatan Pengembangan Wilayah

kecil terluar lainnya; [iv) Peningkatan
procduksi perikanan sehesar 4050 juta ton
pada 2019 (lermasuk ramput laut) untuk
peningkatan ekonmmi masvarakat (secara
spesifik dijabarkan dalam lsu Strategis
Kedaulatan Pangan); {v) Pengembangan
komoditas andalan kelautan lainnwva,
termasuk pengembangan energi lawt
{pitotiong oi beberapa lokasi terpilib; dan
{iv} Pengembangait pelabuban perikanan
skala nasional 23 PN/ TPS

2. Terwujudnya TOL LAUT Dalam upaya
meningkatkan pelayanan anghkutan
laut serta meningkatkan konektivitas
faut vang didukung oleh keselamatan
maritim yang handal dan manajemun
yvang bermutu serta industri maritim
yang memadai, yang difokuskan pada:
(1} Meninghkatan dan pengembangan
jumlah kapal perintis 75 unit untuk
muenghubungkan pulaw besar dan pulav-
pulau kecil dan 100 lintas subsidi permbis
angkatan lant; {it) Membangunan dan
pengembangan 5% pelabuban, termasuk
Bitung dan Kuala Tanpung sebagai New
Iiternational Hub serta peningkatan
kapasitos pelabuhan, ferutama Ambon,
Palangkaraya, Banda Aceh dan Jayapura;
dan (i) terwujudnva kemampoan
industri maritim dan perkapalan untuk
memenuhi tuntutan kebutuhan dalam
negert dan ekspor

3, Terpeliharanya kelestanan fungsi
lingkungan hidup dan sumber daya
havati laut, melalui: Kegiotan konservasi
dan rehabilitast vang diutamakan pada:
iPengutuhan dan penam Bahany luasan
kawasan konservast laut dar 15,7 juta ha
pada tahun 2013 menjadi 20 jula
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Tabel 4.20 Harmonisasi dan Sinkromizas: Vertikal Mafert Muatan Pemgembingan
Wyl Desa Pesistr {Langeetan)

Mo Bentul Peraturan

Muatan Pengembangan Wilayah

Peraturan Davrah Provins:
Lampung Momor 6 Tahun
2007 fentang Bencars
Pembangunan langka
Panpang Dagrah (RPJPCY
Provinsi Lampung lahun
2005-2025

ha pada tahun 2019 {ii) Peningkatan
pengelolaan efektif pada sebanyak 35
kawasan konservasi vang lelah ditunjuk;
dan (i) Kawasan pesisir vang rusak
pulih kembali sebanyak 85 kawasan,
melalui rehabilitast kawiasan pesisir dan
pengembangan sabuk pantai

Proving Lampung mempunvae potensi
sumber daya pesisir pantai dan perairan laut
vang bosar, tetapi belum didavagunakan
secara maksimal, kecuali pertambakan,
sehungges secara keseluruhan bebuam
memberikan kontribusi vang mencnjol pada
perekonomian Lampung

MMenumbuhkembanghan dan Memeralakan
Ekonomi Dacrah vang Berorientasi Masional
dan Clohal. F'l.ﬂlgt}l'l'll‘.l..i ngan sumber dava
kelauban, karena cakupan prospeknyva sangat
luas, maka arahnva harus dilakukan melalui
prndekatan multisektor, integratif dan
komprehensif agar dapal meminimalizas
konflik dan tetap menjaga kelestariannva.
Mengingal kompleksnya permasalaban
dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir
dan pulau-pulau lain, maka pendekatan
keterpaduan dalom kebijakan dan
perencanaan menjadi persvaratan ulama
dalam menjamin keberlanfutan proses
ekoiremi, sosial dan ngkungan vang teradi
Kebijakan dan pengelolaan pembangunan
ketautan harus merdpakan keterpaduan
antara sektor lautan dan daratan, serta
menyaiu dalam sirateg: pembangunan
sehingga kekuatan darat dan laut dapat
dimanfaatkan secara opdinnal untuk
kespjahteraan masvarakat




04

Hermonisasi dan Sinkronisasi Porgrtanm Perccenacn Pembenguamn Dese i

Tabel 4.20 Harmionisast dan Sinkronisasi Viertikal Mater: Mualan Pengembangan

Wilinyalt Desq Pesisiv (Lanjutan)

Mo

Bentuk Peraturan

Muatan Pengembangan Wilavah

Peraturan Paerah Provinsi
Lampunyg Nomor & Tahun
20714 fendang Rencana
Pembangunan Jangka
Merwengah Daerah Tahun
2052009

Peraturan [aerah
Fabupaten Pesisin

Barat Momor . Tahun
Hiin tentang Rencana
Pembangunan langka
Panjang Daerah (KPP
Kabupaten Pesisir Baral
Takman 20015-2025

Sumber Paya Alam dan Lingkungan Hidup
Berdasarkan ketentuan perundangan (UL
Momer 32 Tahun JHH Pasal 18 Avag 4,
Prowinst memiliki kewenangan untuk
mengelola sumber daya di wilayah faut
paling jauh 12 mil dan garis pantai ke

arah laut lepas dan atau ke arah perairan
kepulavan, Secara geagralis Provinsi
lampung memiliki panjang garis parttail 105
krm, termasuk 68 pulau keeil dan hesar. Luas
wilavah pesisit dan pantai diperkirakan 1
16,6253 km' laut

Ctalam memperkuat RPIMID, pada tahap

implementasi perlu berbagai studi

kebijakan dilakukan antara lain: 3 Studi

pengembangan kawasan ekonomi khusus

alau KEK:

4, Pesisir Baral Sebagai Kawasan Wisala
Bahari dan Pesisir,

b Studi Pengembangan Pertanian berbasis
Kawasan Pertanian {Way Kanan, Tulung
Bawang Barat, Tulanyg Bawang, Mesuji),
Lampung Baral Kawasan Konservasi dan
Perkebunar,

. Krakatau dan Kalianda Kawasan Wisata
Bahari dan Industri Perikanan,

. Tangeamus sehagai Kawasan [ndustn
Maritim, dan Pengembangisn kawasan
iredursr manutakiur,

Analisis isu-isu strategis: Bab im merupakan
salah =atu bagtan terpenting dokumen
RPIPD karena menjadi dazar utama vis

dan misi pembangmiman jangka panjang.
CHeh karena itu, penvajian analisis harus
dapat menjelaskan butir-butir penting
eu-ie0 shrafegis vang akan menentukan
kinerja pembangunan dalam sepuluh talun
mienclatang,







